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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tax planning PPh Pasal 21
sebagai upaya penghematan pembayaran pajak dan peningkatan laba serta peningkatan
kesejahteraan karyawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang
digunakan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. Data yang diperoleh bersumber dari
bagian Tata Usaha Keuangan dan Personalia Umum. Pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah
metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)
Umit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat dapat mengaplikasikan metode
Net, metode Gross, dan metode Gross Up dalam penerapan fax planning PPh Pasal 21 sebagai
upaya penghematan pembayaran pajak dan peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan
karvawan. Dalam penulisan ini, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir
lebih baik menggunakan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab dengan
menerapkan metode Gross Up, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir
dapat melakukan penghematan pajak dan meningkatkan laba serta mampu meningkatkan
kesejahteraan karyawan dibandingkan dengan metode Net dan metode Gross.

Kata kunci : Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21




ABSTRACT

This research aims to see the implementation of tax planning PPh article 21 as the way to
save the tax payment and to increase the profits as well as improving the welfare of employees.
This research is using the descriptive method. The types of data are qualitative and quantitative
data. The sources of data are primary and secondary data. The data are collected from TUK
(Financial Division) and PU (Public Personnel) of PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir, Pasaman Barat, Sumatera Barat. The ways to collect the data are by interviewing,
documentating, and library analysing. The methods which used to analyse the research are Net
Gross, and Gross Up methods.

>

From the results of research concluded that PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir West Pasaman can apply methods Net, Gross method, and the method of Gross Up
in the implementation of tax planning Tax Article 21 as an effort to save tax payments and an
increase in profits as well as improving the welfare of employees. In this research, PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir West Pasaman better using Gross Up
method in the calculation of income tax article 21, because by applying the method of Gross
Up, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir West Pasaman can do tax
savings and increase profits and improve the welfare of employees compared to the Net and
Gross method.

Keywords : Implementation of tax planning PPh article 21
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Pajak merupakan pendapatan Negara yang bersumber dari iuran wajib

pajak yang dipergunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.
Pajak bersifat memaksa dan diatur di dalam undang-undang perpajakan. Menurut
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang
sangat melimpah ternyata dalam komposisi pendapatan nasional yang diperoleh
baik itu dari segi ekspor migas, non-migas, dan lain sebagainya masih kalah
dengan berbagai sektor perpajakan yang dikelola oleh pemerintah. Mengutip data
Penerimaan Perpajakan 2012-2013 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan,
Senin (6/1/2014), realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercapai Rp.
1.071,1 triliun. Penerimaan negara tahun lalu didominasi oleh pendapatan pajak
dalam negeri yang mencapai Rp. 1.024,8 triliun. Sisanya berasal dari pendapatan
pajak perdagangan Internasional yang mencapai Rp. 474 triliun. Dari dalam
negeri, penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) non-migas
yang mencapai Rp. 413,9 triliun. Sumber pemasukan terbesar lainnya adalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai Rp. 3834 triliun. Disamping dari



dalam negeri, Kementrian Keuangan juga memperoleh penerimaan pajak dari luar
negeri berupa penerimaan bea cukai mencapai Rp. 31,6 triliun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki potensi pajak yang
luar biasa. Sektor pajak penyumbang nomor satu terbesar untuk komposisi
pendapatan nasional. Beberapa jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah
kepada masyarakat bermacam-macam, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Secara umum, wajib pajak badan berkewajiban untuk menyelenggarakan
pembukuan. Pengertian pembukuan diatur dalam Pasal 1 angka 29 UU KUP,
yaitu bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Sehingga, berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak
terutang.

Secara garis besar, Santoso dan Rahayu (2013) menyebutkan bahwa
beberapa pilihan dalam penyelenggaraan pembukuan berdasarkan ketentuan yang
ada dalam peraturan perpajakan, meliputi hal-hal menyangkut : (i) accrual vs
modified cash basis accounting; (ii) sistem penilaian persediaan yang
diperkenankan FIFO (First In First Ouf) dan rata-rata tertimbang (average) vs
LIFO (Last In First Out) dan COMWIL (Cost or Market Whichever Is Lower);
(iii) metode perhitungan penyusutan dan amortisasi dalam bentuk metode garis

lurus, metode saldo menurun, dan metode satuan produksi; (iv) metode
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perhitungan penyusutan basis bulanan vs basis tahunan; (v) perhitungan
penyusutan open ended vs closed ended dalam metode saldo meurun; dan (vi)
pilihan bahasa dan mata uvang yang digunakan dalam penyelenggaraan
pembukuan: Rupiah dan bahasa Indonesia atau Dollar Amerika Serikat dan
bahasa Inggris bagi badan yang berhak. Dengan demikian, wajib pajak harus
memahami tentang tata cara pembukuan yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak mutlak harus memiliki pengetahuan tentang ketentuan
perpajakan yang benar sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban
perpajakannya dengan baik. Wajib Pajak dapat memanfaatkan penentuan
perpajakan yang menguntungkan dirinya dan tidak bertentangan dengan undang-
undang, Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan
kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar
ketentuan perpajakan itu sendiri.

Menurut Suandy (2011), dalam praktek bisnis umumnya pengusaha
mengidentifikasikan pembayaran pajak sebagai beban. Pengusaha akan berusaha
untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut untuk mengoptimalkan besarnya
laba.Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat
dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak
memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak
seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar dan

tidak bertentangan dengan undang-undang.



Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka pengusaha wajib
menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar
pajak, sebab merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak. Upaya dalam
melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui Manajemen
Pajak (tax management). Umumnya manajemen pajak merujuk pada proses
merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam
jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun
perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan
kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat
menghindari pemborosan sumber daya.

Santoso (2004), dalam papernya yang berjudul “Tax Management:
Strategi Legal untuk Efisiensi Beban Pajak” menyebutkan bahwa pembahasan
mengenai masalah manajemen perpajakan wajib pajak badan (yang merupakan
terjemahan bebas dari istilah corporate tax management), tidak lepas dari
pemahaman atas perspektif pajak. Dalam kerangka ini, pajak dapat dilihat dari
perspektif yang berbeda, khususnya dari sudut pandang wutopia-macro dan
financial-micro. Berdasarkan perspektif utopia-macro, pajak dilihat sebagai suatu
kewajiban warga negara untuk menandai tugas-tugas pemerintahan dan menjadi
tulang punggung penerimaan negara bagi pembangunan. Sebaliknya, bagi wajib
pajak (pembayar) pajak perusahaan, pajak lebih dipandang sebagai bentuk dari
transfer sumber daya ekonomis dari sektor private kepada sektor publik yang
mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli) wajib pajak. Kebanyakan wajib
pajak perseroan — termasuk di Indonesia — masih mengidentikkan kewajiban

pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban) karena secara financial, pajak

4



merupakan pemindahan sumber daya dari sector bisnis/dunia usaha kepada sector
public/pemerintah (transfer of economic financial resources from private sectors
fo government) yang mengakibatkan berkurangnya daya beli/belanja
(purchasing/spending power) wajib pajak.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
penting. Untuk dapat meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan
berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan
sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Suandy (2011) secara garis besar
menyebutkan bahwa upaya meminimalkan pajak secara eufisme sering disebut
dengan perencanaan pajak (fax planning) atau tax sheltering. Umumnya
perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib
Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam
bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi
positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap,
benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam pelaksanaan fax planning terdapat perbedaan kepentingan antara
Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak
sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan
ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari
penerimaan pajak.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk
mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Hal ini
dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan
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peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia (fiskus). Tax planning
merupakan salah satu cara fax management dalam upaya untuk mengurangi
Jumlah pembayaran pajak secara legal. Yusuf (1996) berpendapat bahwa rambu-
rambu yang dapat dipakai untuk menentukan apakah tax management itu legal
(tax avoidance) atau tidak (tax evasion), adalah ketentuan Pidana Pasal 38, 39, 41,
41 A, 41 B, dan 43 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah
terakhir oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tax planning sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi
perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan
perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah
dan dengan cara yang legal. Tax planning merupakan upaya legal yang bisa
dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut
dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tax
planning merupakan sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak yang
dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Zain (2005)
secara garis besar menyebutkan bahwa fax planning adalah proses mengorganisasi
usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang
pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam
posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Lebih lanjut
ia juga menyimpulkan bahwa fax planning adalah perbuatan yang sifatnya
mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan

memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.




Secara garis besar, Gunadi (1997), mengutip Simon James dan
Cristopher Nobes menyebutkan bahwa motivasi dilakukannya tax planning,
diantaranya adalah : (i) tingginya tarif pajak (high tax rates); (ii) kekurang-
gamblangan (imprecise) ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun
semangat, maksud dan tujuan implisitnya; (iii) terlalu kecilnya sanksi (insufficient
penalties); (iv) kekurangwajaran atau kekurangmerataan (inequity); dan (v)
distorsi dalam sistem perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan Tax planning
dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu
dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya
fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta
pemilihanmetode akuntansi yang sesui dengan perencanaan. Setiap pengusaha
berusaha memaksimalkan  kesejahteraan  pemilik  perusahaan dengan
memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai dengan keinginan.
Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah
satu upaya tersebut adalah menghemat beban pajak melalui perencanaan pajak.

Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap
memperhatikan peraturan perpajakan (asas legalitas). Perencanaan pajak dimulai
dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang
lebih efisien serta memperhatikan mekanisme taxability-deductibility. Zain (2010)
menyebutkan bahwa prinsip taxability-deductibility adalah prinsip  yang
menjelaskan tentang pos-pos yang dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan
(objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak
dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto). Prinsip taxability-deductibility
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merupakan prinsip dasar yang lazim diterapkan dalam perencanaan pajak, yang
pada umumnya dilakukan dengan mengubah atau menkonversikan penghasilan
yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, atau
sebaliknya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang
boleh dikurangkan, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang
akibat pengubahan atau konversi tersebut.

Manajemen tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang
sebenarnya terutang, tetapi hanya mengatur pajak yang dibayar tidak melebihi dari
jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga efisien bagi wajib pajak tanpa
melanggar ketentuan. Adanya manajemen pajak dan perencanaan pajak dalam
perusahaan akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya sehingga
terhindar dari sanksi-sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran, serta
merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi
pembebanan perusahaan.

Secara garis besar, Zain (2010) menyebutkan bahwa dalam upaya
memanajemen perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa
diaplikasikan, yakni metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up. Semua
metode ini diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Jadi
tinggal pilih mau menggunakan metode yang mana, yang paling efisien bagi
perusahaan dan menguntungkan karyawan. Pada umumnya perusahaan
menggunakan metode Ner dan metode Gross dalam perhitungan PPh Pasal 21.
Lebih lanjut Zain menyebutkan metode Gross Up cocok dalam penerapan rax
planning dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab penggunanaan metode Gross Up

adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan
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menggunakan metode ini, karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21
ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa
diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan
produktivitas mereka. Namun, semua metode ini diperbolehkan oleh undang-
undang dan peraturan perpajakan. Jadi tinggal pilih mau menggunakan metode
yang mana, yang paling efisien bagi perusahaan dan menguntungkan bagi
karyawan. Penggunaan metode Gross Up atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas

Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten
Pasaman Barat Sumatera Barat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat
mempekerjakan karyawan tetap dan honorer sebanyak lebih kurang 630 orang.
Dengan dukungan karyawan tersebut, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)
Unit Usaha Ophir telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten.
Sebagai perusahaan yang berorientasi keuntungan, PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir bertujuan mendapat keuntungan sebesar-besarnya
dengan biaya sekecil-kecilnya, tetapi juga tanpa mengorbankan kepentingan
karyawannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perencanaan pajak atas
penghasilan karyawan yang baik dan benar agar perusahaan tidak hanya dapat
mencapai laba setelah pajak yang tinggi, tetapi kesejahteraan karyawan juga

tercapai.



Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2004) dengan judul
“Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT
(Persero) Pelabuhan Indonesia I” untuk menjelaskan bahwa tax planning yang
baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia 1 secara efektif dan efisien berlandaskan
peraturan perpajakan yang berlaku. Hasilnya adalah PT (Persero) Pelabuhan
Indonesia I telah berupaya mengimplementasikan tax .plénning untuk
meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Implementasi fax
planning pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah didukung oleh sistem
administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai
dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi
perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Implementasi
tax planning pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I bertujuan untuk mengelola
kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2009) dengan judul “Analisis
Penerapan 7ax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT Perkebunan
Nusantara IV (Persero) Medan” untuk menjelaskan bahwa penerapan tax planning
atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang
wajib pajak badan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan . Hasilnya PT
Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah berupaya menerapkan rtax
planning atas biaya kesejahteraan karyawan, tetapi upaya tersebut belum
maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya
kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan
sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (non deductible) sehingga
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perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. PT Perkebunan Nusantara IV
(Persero) Medan menerapkan metode Net method dalam perhitungan PPh Pasal 21
dimana PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menanggung PPh Pasal 21
karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak dapat
dikurangkan (non deductible) dari penghasilan bruto perusahaan yang
mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tax planning
dapat menekan beban perusahaan secara legal. Tax planning juga mendukung
kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan dengan tujuan
perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Hal ini senada dengan
Lumbantoruan (1996) menyebutkan bahwa pada dasarnya tujuan manajemen
pajak serupa dengan manajemen keuangan, yakni sama-sama bertujuan untuk
memperoleh likuiditas dan laba yang cukup sebagaimana yang diharapkan. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan tax
planning PPh Pasal 21 terhadap laba pada PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir Pasaman Barat terhadap kinerja perusahaan dan
membahasnya pada suatu skripsi yang berjudul “Implementasi Tax Planning
PPh Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan
peningkatan laba serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman
Barat Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan

permasalahan yang akan diteliti yaitu :
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1. Apakah implementasi tax planning PPh pasal 21 terhadap
pembayaran gaji karyawan dapat dijadikan sebagai upaya
penghematan pembayaran pajak pada PT. Perkebunan Nusantara
VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat
Sumatera Barat ?

2. Apakah implementasi tax planning PPh pasal 21 terhadap
pembayaran gaji karyawan dapat dijadikan sebagai upaya
peningkatan laba pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)
Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat ?

3. Apakah implementasi tax planning PPh pasal 21 terhadap
pembayaran gaji karyawan dapat dijadikan sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan
Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman

Barat Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi tax planning PPh pasal 21 dapat
dijadikan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak pada PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten
Pasaman Barat Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui implementasi tax planning PPh pasal 21 dapat

dijadikan sebagai upaya peningkatan laba pada PT. Perkebunan
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Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman
Barat Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui implementasi tax planning PPh pasal 21 dapat
dijadikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan pada
PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir

Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

1.4  Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak, antara lain :

1. Manfaat bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan
pengetahuan baru khususnya dalam mengetahui Implementasi Tax Planning PPh
Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba
serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.
2. Manfaat bagi perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada
perusahaan sebagai bahan masukan mengenai Implementasi Tax Planning PPh
Pasal 21 sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba
serta peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.
3. Manfaat bagi dunia akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti-

peneliti di masa akan datang mengenai Implementasi Tax Planning PPh Pasal 21
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sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak dan peningkatan laba serta
peningkatan kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)

Unit Usaha Ophir Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

1.5  Batasan Penelitian
Ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Data yang digunakan adalah data tahun 2012 dan tahun 2013
2. Data utama diperoleh berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuangan,

serta data pendukung berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur.
1.6  Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara
sistematik, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan

masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB 1. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan

sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI

Merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjavan umum
tentang pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), perencanaan

pajak, terapan tax planning terkait dengan Pph Pasal 21, strategi
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perencanaan Pajak PPh Pasal 21 untuk mengefisienkan beban pajak, dan

tinjauan penelitian terdahulu.

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Membahas  tentang metodologi  penelitian yang  digunakan.
Pembahasannya mencakup metodologi penelitian, metode pengumpulan

data, jenis data dan sumber data, dan metode analisis.

BAB 4. PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran umum perusahaan, dan analisa data yang
bertujuan untuk menginterprestasikan data yang diperoleh sehingga
memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah

yang dihadapi.
BAB 5. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran penelitian.
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2.1

BAB 11
LANDASAN TEORI

Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar—

besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut beberapa ahli dalam buku

Waluyo (2011), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1

Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma  yang
ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum;

Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang
atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas tampak istilah
“dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “juran wajib”. Sisi lainnya
yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan
kontraprestasi itu diperlukan pajak;

Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

16




Jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak tersebut kemudian
dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “pajak adalah peralihan kekayaan
dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public investment.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak
adalah iuran wajib warga negara kepada kas negara yang diatur di dalam undang-
undang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

dari berbagai definisi, maka terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

di bidang sosial dan ekonomi.
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2.1.3 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungutan wajib yang diatur di dalam undang-undang
oleh pemerintah. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan
menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas
masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung
dikeluarkan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang

dan jasa.

Smith dan Skousen (2000) menyebutkan bahwa beban pajak langsung
umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan,
sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau
masyarakat. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan
diaanggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan
usaha. Pajak sebagai beban akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima
maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Pada dasarnya secara
ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan

atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Suandy (2011) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan
mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi
laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on
investment). Status perusahaan yang go public atau belum akan mempengaruhi
kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah go public umumnya
cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga

pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan akan berusaha tampil sebaik
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mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan
pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun
asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia

untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan

Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasikan
pembayaran pajak sebagai beban. Pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan

pembayaran pajak tersebut untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka pengusaha wajib
menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar
pajak, sebab merupakan biaya yang menurunkan laba sesudah pajak (affer tax
profir), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flow). Upaya
dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui

Perencanaan Pajak.

Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu
elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan
manajemen pajak (tax management). Lumbantoruan (1996) menyebutkan
manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Dalam kamus strategi
penghematan pajak (fax saving), selain manajemen pajak masih terdapat beberapa
istilah lain seperti penyelidikan pajak (fax investigation), penghindaran pajak (tax
avoidance), peringanan pajak (tax mitigation), pergeseran pajak (fax shifting),
perlindungan pajak (fax shelter) dan penyeludupan pajak (fax evasion). Santoso
dan Rahayu (2013) mengutip Simon James dan Cristoper Nobes membuat garis
pemisah antara penghindaran pajak dengan penyeludupan pajak. Penghindaran
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pajak menunjuk kepada rekayasa fax affairs yang masih tetap dalam bingkai
ketentuan pajak, sedangkan penyeludupan pajak berada di luar bingkai peraturan

perpajakan. Perencanaan pajak merupakan eufimisme dari penghindaran pajak.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan.
Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan
perolehan, pendanaan, dan pengelolaan asset dengan beberapa tujuan secara
menyeluruh. Oleh karena itu, fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu keputusan yang berkaitan dengan investasi,

pendanaan, dan asset.

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran
yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi
keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan

dengan tujuan keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

2.1.4 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai

dan dilaksanakan, yaitu :

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang,
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan
Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat

dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
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b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian
informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan
dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh Pasal 21)

2.2.1 Definisi PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
Pajak Penghasilan sechubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang
dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, adalah pajak
penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.
Dasar hukum PPh Pasal 21 adalah :

 Pasal 21 UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
yang telah diubah terakhir dengan UU no. 17 tahun 2000.

* Peraturan Dirjen Pajak no. 15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan
Dirjen Pajak no. 545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
dan 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang
Pribadi.

* Undang — undang Pajak Penghasilan no. 36 tahun 2008.
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Peraturan Menteri Keuangan no. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan no. 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya
Biaya Jabatan ataupun Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari
Penghasilan Bruto Karyawan Tetap ataupun Pensiunan.

Peraturan Menteri Keuangan no. 162/PMK.011/2012, tentang PTKP
(Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang terhitung mulai 1 Januari 2013.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak no : PER — 31/PJ/2012.

2.2.2 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21, meliputi :

1.

Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik yang
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh karyawan atau bukan
karyawan.

Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau
pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/Polri,
pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-
lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
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3. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan
badan — badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari
tua atau jaminan hari tua.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
serta badan yang membayar :

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas
namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi
dengan status subjek pajak luar negeri.

c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan,
pelatihan, dan magang.

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang
bersifat nasional dan internasional, orang pribadi serta lembaga lainnya
yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah,
atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang
pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.3 Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Subjek Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 atau disebut Subjek Pemotongan
adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan, yang meliputi :
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1. Karyawan

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun,

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

a.

Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan
aktuaris.

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis,
dan seniman lainnya.

Olahragawan.

Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi
dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

Agen iklan.

Pengawas atau pengelola proyek.

Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang
menjadi perantara.

Petugas penjaga barang dagangan.

Petugas dinas luar asuransi.
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l. Distributor perusahaan multilevel atau direct selling dan kegiatan
sejenis lainnya.

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain
meliputi :

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan
olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan
perlombaan lainnya.

b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu.

d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.4 Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; penghasilan
yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa
uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

2. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara
sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari

tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis.
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2.2.5

3. Penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang
dibayarkan secara bulanan.

4. Imbalan kepada bukan karyawan, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk
apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan.

5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama
apapun.

6. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :

a. Bukan wajib pajak.

b. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma
perhitungan khusus.

Non Objek Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh

Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi
kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali natura atau

kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak, atau diberikan oleh
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wajib pajak yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan
Norma Perhitungan Khusus.

3. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh menteri keuangan, dan iuran jaminan hari tua
kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja

4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang
diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

5. Beasiswa.

6. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

2.2.6 Kebijakan/Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa dilihat dari siapa yang menanggung

beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih

oleh wajib pajak, adalah :

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)
Metode ini lazimnya disebut Metode Gross. Dalam hal ini, jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri,
sehingga benar — benar mengurangi penghasilan.

2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (ditanggung)
Metode ini lazimnya disebut Metode Ner. Dalam hal ini, jumlah PPh

Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang
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bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan
tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah
yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal
21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan,
karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan
dalam SPT PPh Pasal 21.

3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan
Metode ini lazim disebut Metode Gross Up. Jika PPh Pasal 21
diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut
akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21.
Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up di
mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21
terutang untuk masing — masing karyawan.
Sepintas lalu, kebijakan ini terlihat memberatkan perusahaan, karena
penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari
penambahan tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan
tereliminasi, karena PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.
Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama
dengan PPh terutang untuk masing — masing karyawan, perusahaan
juga bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda
dengan PPh terutang.

2.2.7 AKuntansi Pajak Penghasilan

Djuanda dan Lubis (2001) menyatakan bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri
dikenakan pajak berdasarkan basis netto (net bases of taxation). Jadi, untuk

28




mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi
Wajib Pajak Dalam Negeri, penghasilan brutonya terlebih dahulu dikurangi
dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian,
pengeluaran-pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan
yang bukan objek pajak dan atau telah dikenakan pajak penghasilan final, tidak

boleh dikenakan sebagai biaya.

Dalam membebankan biaya, undang-undang pajak penghasilan menganut
konsep match and link (pertalian). Maksudnya adalah beban yang dapat
dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan
langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
merupakan obyek pajak. Beban ini sering disebut dengan pengurang penghasilan

bruto (deductible expenses).

Martani (2012) dalam artikelnya yang berjudul “Akuntansi Pajak
Penghasilan” menjelaskan bahwa entitas memiliki kewajiban pajak sesuai
ketentuan perpajakan yang berlaku di mana entitas beroperasi. Atas laba yang
diperoleh entitas memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.
PSAK 46 (revisi 2010): Pajak Penghasilan mengatur bagaimana entitas
menyajikan dan mengungkapkan kewajiban pajak penghasilan entitas. Peraturan
pajak dan standar akuntansi memiliki perbedaan pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan beban yang dapat memunculkan aset atau liabilitas pajak

tangguhan yang harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan.
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Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban
(manfaat) pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai
penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan. Kewajiban
(aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya, diakui sebesar
pajak terutang (restitusi pajak), yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak
(peraturan pajak) yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada
tanggal laporan posisi keuangan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus
diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva
dipulihkan atau kewajiban dilunasi

ED PSAK 46 (revisi 2013) menyatakan bahwa beban pajak penghasilan
terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal, disajikan tersendiri dalam laporan
laba rugi komprehensif sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain.

Berikut ilustrasi tentang penyajian pajak penghasilan sebagai biaya/beban

dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif

Gambar 2.1
PT. ABx
Laporan Laba Rugi Komprehensif
untuk satu tahun berakhir 31 Desember 2013

Penjualan XXXXX
Harga Pokok Penjualan XXXXX —
Laba Kotor Usaha XXXXX
Biaya Operasional :

Biaya operasional XXXXX

Gaji/THR/bonus XXXXX

Tunjangan PPh Pasal 21 XXXXX +

Total Biaya Operasional XXXXX —
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Laba Bersih Sebelum Pajak XXXXX

Pajak Penghasilan Badan XXXXX —
Laba Bersih Setelah Pajak XXXXX
Kredit Pajak :

PPh Pasal 25 dibayar di muka XXXXX

PPh Pasal 23 dibayar di muka XXXXX +

Total Kredit Pajak XXXXX —
Pendapatan Kena Pajak Kurang/Lebih Bayar XXXXX

(Sumber : Zain (2010))

2.3  Perencanaan Pajak

2.3.1 Istilah Perencanaan Pajak dan Manajemen Pajak

Santoso dan Rahayu (2013) menyebutkan bahwa tujuan akhir optimalisasi
dan/atau minimalisasi beban pajak tidak hanya didasarkan atas suatu perencanaan
yang matang, melainkan juga harus melewati tahap pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) yang baik
dan terkendali. Dalam hal ini, perencanaan adalah langkah awal yang menjadi
bagian kritikal dari keseluruhan manajemen pajak yang lebih besar. Tax planning
yang baik juga mensyaratkan pengendalian terhadap pemenuhan semua kewajiban
perpajakan (fax compliance administration) agar resiko perpajakan (tax exposure)
karena salah urus (mis-organizing) dapat dihindari, sebaliknya pencapaian target
penghematan pajak (tax saving) dapat tercapai. Dalam praktek, istilah tax
planning mungkin lebih popular dibandingkan dengan tax management, namun
sebenamya tax planning merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara

sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai
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pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Setelah tax planning dilakukan,
maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan fungsi pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengendalian perpajakan. Bahkan, dalam situasi tertentu, kerap
kali dilakukan evaluasi atas sistem informasi perpajakan yang telah dijalankan

secara partial maupun menyeluruh.

Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Barry Spitz menyebutkan bahwa tax
planning adalah “arrangement of business and personal affairs in such a way as
to attract the lowest possible incidence of tax” and “pre arrangement of facts in
the most tax favored way”. Perencanaan pajak dilakukan melalui aransemen
sedemikian rupa dari urusan bisnis dan pengaturan fakta (khususnya di bidang
bisnis dan keuangan) menurut cara yang paling menguntungkan pajaknya. Dengan
demikian bisa dikatakan bahwa tax planning adalah proses pengambilan rax factor
yang relevan dan non tax factor yang material untuk menentukan : (i) apakah; (ii)
kapan; (iii) bagaimana; dan (iv) dengan siapa (pihak mana) kita melakukan
transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban
pajak pada fax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya

tujuan usaha maupun lainnya.

Zain (2005) secara garis besar menyebutkan bahwa fax planning adalah
proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian
rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak
lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini
dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

maupun secara komersial. Lebih lanjut ia juga menyimpulkan bahwa tax planning
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adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan
mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-

utang pajaknya.

Secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak.
Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Ladiman Djaiz menyebutkan bahwa “Tax
management berarti melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah
untuk penigkatan efisiensi. Penignkatan efisiensi berarti meningkatkan laba atau
penghasilan. Jadi tax planning merupakan bagian dari tax management”.
Lumbantoruan (1993) juga mengemukakan bahwa secara umum “manajemen
pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi
Jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh
laba dan likuiditas yang diharapkan”. Lebih lanjut, Suandy (2011)
mengembangkan bahwa tujuan manajemen pajak dibagi dua, yaitu : (i)
menerapkan peraturan perpajakan secara benar; dan (ii) usaha efisiensi untuk
mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, dimana keduanya dapat dicapai
melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: (i) perencanaan pajak
(tax planning); (ii) pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation); dan

(iii) pengendalian pajak (rax control).

Santoso dan Rahayu (2013) mendefinisikan tax management sebagai suatu
usaha menyeluruh yang dilakukan terus menerus oleh wajib pajak agar semua hal
yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis

b

efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi
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kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan
Negara. Pengelolaan pajak yang ekonomis berarti bahwa input pelaksanaan hak
dan pemenuhan kewajiban perpajakan (tugas administrasi perpajakan)
dibeli/diperoleh dengan harga relatif murah. Sesuai dengan prinsip ekonomi yang
menekankan bahwa resouwrces untuk mencapai tujuan diperoleh dengan harga
seminimal mungkin (meski sekarang, kecendurungan ini telah diperhalus dengan
terminologi ’seoptimal’ mungkin). Sementara efektivitas pengelolaan pajak
direfleksikan dengan keberhasilan wajib pajak mempertahankan pembayaran
pajak minimumnya saat kewajiban perpajakannya (fax compliance) diperiksa oleh
pihak otoritas pajak. Koreksi minimum sebagaimana tertuang dalam surat
ketetapan pajak sebagai hasil pemeriksaan pajak menunjukkan bukti efektivitas
(hasil-guna) wajib pajak dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. Efisien,
menyiratkan keberhasilan wajib pajak dalam efisiensi pemanfaatan dana (fime
value of money), penerapan strategi penghematan tanpa menimbulkan masalah
atau beban di kemudian hari, dan pelaksanan tugas administrasi perpajakan secara

memuaskan dalam konteks waktu dan biaya yang terukur.

Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Roy Rohatgi menyebutkan bahwa di
banyak Negara penghindaran pajak dibedakan atas penghindaran pajak yang
diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation) dan yang
tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Artinya, penghindaran pajak
dapat dianggap illegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan
penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (bonafide

business purpose).
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Suatu transaksi akan disebut sebagai unacceptable tax avoidance atau
aggressive tax avoidance apabila memiliki ciri-ciri : (i) tidak memiliki tujuan
usaha yang baik, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak, (iii) tidak sesuai
dengan spirit & intention of parliament, dan (iv) adanya transaksi yang direkayasa
agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Sebaliknya suatu transaksi
digolongkan sebagai acceptable tax avoidance apabila memenuhi karakteristik :
memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak,
sesuai dengan spirit & intention of parliament dan tidak melakukan transaksi yang

direkayasa.

Signifikansi dilakukannya manajemen perpajakan sebenarnya bermula dari
hal sangat mendasar dari karakter manusia yang tidak ingin kesejahteraannya
berkurang. Jadi setiap wajib pajak akan berpikir “jika bisa tidak membayar,
mengapa harus bayar ? jika bisa membayar lebih kecil, mengapa bayar lebih
besar?”. Namun semuanya, sekali lagi harus dilakukan dengan itikad baik dan
dengan cara-cara elegan tidak melanggar rambu-rambu Ketentuan peraturan
perpajakan. Tujuan utama dari dilakukannya manajemen pajak adalah untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan maminimalisasi beban
pajak untuk maksimalisasi net profit after tax. Manajemen pajak tidak
dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang

melanggar aturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi
penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Pada umumnya penekanan

perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan
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pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut
legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal

yang tidak diatur (/oolholes) di dalam undang-undang perpajakan.

2.3.2 Aspek Legalitas Manajemen Pajak

Tax management yang bertujuan untuk meminimalisir (atau menganulir)
beban pajak secara umum, dapat ditempuh melalui cara : (i) penghindaran pajak
(fax avoidance); dan (ii) penyelundupan pajak (fax evasion). Pembedaan
keduanya, oleh Simon James dan Christopher Nobes, didekati dari aspek legalitas,
dimana fax avoidance umumnya dianggap sebagai upaya tax management yang
legal karena lebih banyak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan
perpajakan yang berlaku, sedang rax evasion cenderung mengarah pada sesuatu
tindak pidana perpajakan yang illegal dan berada di luar bingkai ketentuan
perpajakan.

Berbicara mengenai aspek legalitas tax management untuk Indonesia.
Yusuf (1996) berpendapat bahwa rambu-rambu yang dapat dipakai untuk
menentukan apakah fax management itu legal (tax avoidance) atau tidak (tax
evasion), adalah ketentuan Pidana Pasal 38, 39, 41, 41 A, 41 B, dan 43 Undang-
undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-undang
Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU
KUP).

2.3.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar

beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan

peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan Undang- Undang.
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Dengan kata lain tujuan utama perencanaan pajak adalah meminimalkan
beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sehingga menjaga cashflow
perusahaan secara keseluruhan.

Selain dari tujuan utama tersebut, perencanaan pajak juga mempunyai
tujuan lain seperti:

a. Tujuan yang bersifat kuantitatif.

Hasil tujuan ini berupa tax planning yaitu beban pajak paling rendah
dengan cara memilih jenis transaksi dan kebijakan yang akan diambil oleh
perusahaan.

b. Tujuan yang bersifat kualitatif

Dalam hal ini didasari pada pelaksanaan administrasi yang baik dan
terencana, tujuan ini dapat menghindari adanya konflik yang dapat mengakibatkan
perusahaan mengalami kerugian secara kualitatif akibatnya harus menanggung

beban pajak dan sanksi pajak yang terhutang.

2.3.4 Motivasi Dilakukannya Manajemen Pajak
Suandy (2011) menyatakan bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya
suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu:
a. Kebijakan perpajakan (tax policy )
b. Undang-Undang perpajakan ( tax law)
. Administrasi perpajakan ( fax administration)
Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu
penyusunan sistem perpajakan.
Gunadi (1997), mengutip Simon James dan Cristopher Nobes

menyebutkan bahwa motivasi dilakukannya rax management, diantaranya adalah
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: (i) tingginya tarif pajak (high tax rates); (ii) kekurang-gamblangan (imprecise)
ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat, maksud dan
tujuan implisitnya; (iii) terlalu kecilnya sanksi (insufficient penalties); (iv)
kekurangwajaran atau kekurangmerataan (inequity); dan (v) distorsi dalam sistem
perpajakan. Sementara Santoso dan Rahayu (2013) mengutip Salamun
berpendapat bahwa setidaknya ada 4 (empat) hal yang dapat mempengaruhi patuh
tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu (i) tarif
pajak; (ii) ada tidaknya sanksi bagi pelanggar; (iii) pelaksanaan penagihan yang
rapi, konsisten, dan konsekuensi; dan (iv) pelaksémaan sanksi secara konsisten,
konsekuen dan tanpa pandang bulu.
2.3.5 Tahapan dalam Perencanaan Pajak
1. Analisa Informasi (Data) yang ada

Tahapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen
dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat
dirumuskan sebagai tax planning yang paling efisien. Untuk itu seorang manajer
perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal,
yaitu :

a. Fakta yang Relevan

b. Faktor Pajak

c. Faktor Non Pajak lainnya

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas

tindakan-tindakan berikut :

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
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b. Pemilihan negara asing tempat melakukan investasi atau menjadi
residen dari negara tersebut.
¢. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil
dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak
terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas
berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat
mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

a. Bagaimana jika perencanaan tersebut tidak dilaksanakan.

b. Bagaimana jika perencanaan tersebut dilakukan dan berhasil dengan

baik.

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilakukan dan gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari
hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak
untuk dilakukan atau tidak.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak,
tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian
keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk
transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat

sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang dinginkan.
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5. Memutakhirkan Rencana Pajak
Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan
sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan
perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi
saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari
adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan

untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.4  Terapan Tax Planning Terkait dengan PPh Pasal 21
Penerapan tax planning dalam PPh Pasal 21, antara lain dengan cara :

1. Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final,
diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan
dalam bentuk natura atau kenikmatan (benefit in kinds), karena
pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi
perusahaan. Sebagai gantinya untuk kesejahteraan karyawan diberikan
dalam bentuk tunjangan, sehingga bisa dibiayakan (mengurangi profit).

2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak yang bersifat final,
memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau
kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif
maksimum PPh Pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk
kenikmatan/natura atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi PPh
Badan karena pendapatan perusahaan sudah dikenai PPh final. Tetapi
untuk tujuan komersial, baik pemberian dalam natura, kenikmatan, atau
dalam bentuk tunjangan tetap, bisa menjadi pengurang penghasilan bruto

untuk menghitung penghasilan netto.
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3. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final,
contohnya perusahaan jasa konstruksi, maka efisiensi PPh Pasal 21
karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin
tunjangan karyawan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang bukan
merupakan objek pajak PPh Pasal 21, sebagai salah satu pilihan untuk
menghindari lapisan tarif maksimum PPh Pasal 21, selain itu pengeluaran
untuk pemberian natura atau kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi
besarnya PPh badan. Contoh, pemberian makanan dan minuman bagi
seluruh karyawan (Pasal 9 ayat le UU PPh) dan penyediaan bus antar
jemput karyawan (Per-51/PJ/2009), kedua hal tersebut dapat dibiayakan
tetapi tidak menambah beban PPh Pasal 21 karena tidak menambah
pendapatan dalam bentuk perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.

2.5  Alur Perencanaan Pajak PPh Pasal 21

Setiap pengusaha berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik
perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai
dengan keinginan. Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan
berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah menghemat beban pajak melalui
perencanaan pajak.

Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap
memperhatikan peraturan perpajakan (asas legalitas). Perencanaan pajak dimulai
dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang
lebih efisien serta memperhatikan mekanisme taxability-deductibility.

Manajemen pajak tidak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang
sebenarnya terutang, tetapi hanya mengatur pajak yang dibayar tidak melebihi dari
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jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga efisien bagi wajib pajak tanpa
melanggar ketentuan. Adanya manajemen pajak dan perencanaan pajak dalam
perusahaan akan membantu wajib pajak dalam mengelola kewajibannya sehingga
terhindar dari sanksi-sanksi yang timbul akibat adanya pelanggaran, serta
merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi
pembebanan perusahaan.

Gambar 2.2
Alur perencanaa PPh Pasal 21

Perencanaan PPh Pasal 21
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2.6  Strategi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 untuk Mengefisienkan

Beban Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek
pajak dalam negeri, adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium,
tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai
dengan strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu
apayang dilakukan perusahaan harus bersifat legal (fax avoidance) supaya
terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai
dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-
metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi
agar efisiensi beban pajak dapat tercapai.

Misalnya :

e Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan,
karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan
dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian
tersebut  diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya. Pemberian
tunjangan semacam ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan

motivasi kerja karyawan juga akan meningkatkan produktivitas mereka.
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e Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada karyawan dalam
bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan
kepada karyawan diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak
perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai
penghasilan bagi karyawan sehingga dikenai PPh Pasal 21.

e Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan
dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat
dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat

waktu.

Dari kebijakan perencanaan pajak perusahaan yang telah diterapkan,
penuslis akan menganalisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan

menerapkan teori-teori yang tidak bertentangan dengan peraturan.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa

diaplikasikan, yakni metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up.
a. Net Method

Merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung
PPh Pasal 21 karyawan.Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan
ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang
diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena
perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Perhitungan PPh
Pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan,

karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh

Pasal 21.
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b. Gross Method
Merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung
sendiri jumlah pajak penghasilannya.
c. Gross Up Method
Merupakan metode pemotongan pajak, di mana perusahaan memberikan
tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan
jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan
metode Gross Up atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh
pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas Pasal 4 huruf (d)

Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah
tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal
21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up di mana
besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk
masing — masing karyawan.

Sepintas lalu, kebijakan ini terlihat memberatkan perusahaan, karena
penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan
tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh
Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.

Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan
PPh terutang untuk masing — masing karyawan, perusahaan juga bisa memberikan
tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.

Penggunanaan metode Gross Up adalah untuk memuaskan dan

meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode ini, karyawan
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akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan.
Dengan demikian karyawan merasa diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan
kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka. Semua metode ini
diperbolehkan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Gambar 2.3

Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up
sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008

PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000
Pajak = 1/0,95 {PKP x 5%)}

PKP di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000
Pajak = 1/0,85 {(PKP x 15%) — Rp. 5.000.000}

PKP di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000
Pajak = 1/0.75 {(PKP x 25%) — Rp. 30.000.000}

PKP di atas Rp. 500.000.000
Pajak = 1/0.70 {(PKP x 35%) — Rp. 55.000.000}

2.7  Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2004) dengan judul
“Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT.
(Persero) Pelabuhan Indonesia I” untuk menjelaskan bahwa rax planning yang
baik dapat dijadikan suatu upaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 1 secara efektif dan efisien berlandaskan
peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sistem administrasi pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I. Hasilnya
adalah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I telah berupaya mengimplementasikan
tax planning untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Implementasi fax planning pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia 1 telah
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didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga dapat
berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak
guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka
meningkatkan kinerja. Implementasi tax planning pada PT. (Persero) Pelabuhan
Indonesia 1 bertujuan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lengkap,
benar, dan tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2009) dengan judul “Analisis
Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan™ untuk menjelaskan bahwa penerapan
tax planning atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak
terutang wajib pajak badan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya kesejahteraan
karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Hasilnya PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah berupaya menerapkan tax
planning atas biaya kesejahteraan karyawan, tetapi upaya tersebut belum
maksimal karena masih terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya
kesejahteraan karyawan merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan
sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (non deductible) sehingga
perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. PT. Perkebunan Nusantara
IV (Persero) Medan menerapkan metode Net method dalam perhitungan PPh
Pasal 21 dimana PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan menanggung
PPh Pasal 21 karyawan sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan tersebut
tidak dapat dikurangkan (non deductible) dari penghasilan bruto perusahaan yang
mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2005), “Metode penelitian pada dasarnya merupakan
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam nienganalisis
data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan,
mengolah, dan menginterprestasikan data yang diperoleh sehingga memberi
keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2005), “metode deskriptif adalah metode yang
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Menurut Erlina (2007), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap
fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa

individu, organisasional, industri atau perspektif lain™.

3.2  Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan penelitian ini, maka

penulis menggunakan metode sebagai berikut :
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1. Penelitian kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami dengan
baik literatur-literatur yang menyangkut dengan pokok permasalahan yang akan
diteliti.
2. Penelitian lapangan
Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan
meninjau langsung objek dan sasaran penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara
VI (Persero) Unit Usaha Ophir yang meliputi :

a. Wawancara (inferview), yaitu penulis mengadakan wawancara dengan
pihak perusahaan yang berwenang untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan sehingga penulis mendapatkan gambaran tentang tax
planning PPh 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir.

b. Pengamatan (observasi), yaitu penulis mengadakan pengamatan
langsung ke objek dan sasaran penelitian guna memperoleh informasi
tentang fax planning PPh 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir.

c. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan
yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi,
laporan keuangan, dan biaya-biaya karyawan.

3.3  Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
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1. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam
bentuk informasi baik lisan maupun tulisan.

2. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka seperti laporan
keuangan serta data-data lain yang dibutuhkan dalam proses
penelitian.

b. Sumber Data

Data yang digunakan penulis adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau
wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang belum diolah dan
perlu dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

perusahaan yang berkaitan dengan proses penelitian.

3.4  Metode Analisis

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa
diaplikasikan, yakni metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up.

Net Method merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan
menanggung PPh Pasal 21 karyawan.Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang
terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian,
gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21
karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pasal 21. Perhitungan
PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan,
karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh

Pasal 21.
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Gross Method merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan
menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Dalam hal jumlah PPh Pasal
21 yang terutang, akan dipotongkan dari gaji bulanannya. Dari sisi karyawan,
beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang
bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang
terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan
PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

Gross Up Method merupakan metode pemotongan pajak di mana
perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan
Jjumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan ciipotong dari
karyawan. Penggunaan metode Gross Up atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas

Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 138 tahun 2000.

Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah
tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal
21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up di mana
besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk
masing — masing karyawan.

Sepintas lalu, kebijakan ini terlihat memberatkan perusahaan, karena
penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan
tunjangan pajak. Namun, beban perusahaan tersebut akan tereliminasi, karena PPh

Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.
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Di samping memberi tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan
PPh terutang untuk masing — masing karyawan, perusahaan juga bisa memberikan
tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.

Zain (2010) menyebutkan metode Gross Up cocok dalam penerapan fax
planning dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab penggunanaan metode Gross Up
adalah untuk memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan
menggunakan metode ini, karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21
ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa
diperhatikan. Meningkatnya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan
produktivitas mereka.

Gambar 3.1

Rumus Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up
sesuai dengan UU PPh No. 36 tahun 2008

PKP Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000
Pajak = 1/0,95 {PKP x 5%)}

PKP di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000
Pajak = 1/0,85 {(PKP x 15%) — Rp. 5.000.000}

PKP di atas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000
Pajak = 1/0.75 {(PKP x 25%) — Rp. 30.000.000}

PKP di atas Rp. 500.000.000
Pajak = 1/0.70 {(PKP x 35%) — Rp. 55.000.000}
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Berikut ilustrasi tentang perbandingan penerapan metode dalam perhitungan

PPh Pasal 21

Tabel 3.1

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT ABx tahun 2008

KETERANGAN METODE GROSS METODE NET |METODE GROSS UP
Alt. | Alt. 1l Alt. 11l

Gaji 341.200.000 341.200.000 341.200.000
Uang Lembur 38.660.000 38.660.000 38.660.000
Bonus/THR 29.100.000 29.100.000 29,100.000
Tunjangan Pajak B - 13.668.510
Total Penghasilan Bruto 408.960.000 408.960.000 422.648.510
Biaya Jabatan 15.980.000 15.980.000 16.222.300
Total Pengurang 15.980.000 15.980.000 16.222.300
Penghasilan Netto 392.851.000 392.851.000 406.426.176
PRERE R e 392.847.000 392.847.000 406.417.000
disetahunkan
PTKP 223.200.000 223.200.000 223.200.000
PKP Setahun 169.647.000 169.647.000 183.226.176
PPh 21 setahun 12.142.750 12.142.750 13.668.510
Tunjangan Pajak - - 13.668.510
PPh 21 yang harus
disetor/dipotong dari 12.142.750 12.142.750 -
karyawan

(Sumber : Zain (2010))
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Selanjutnya pada tabel berikut, kita akan mendapat gambaran alternatif yang

paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan dari

ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tabel 3.2
Take Home Pay(THP)
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET ]MI:TODE GROSS UP
Alt. | Alt. 11 Alt. 111
Gaji 341.200.000 341.200.000 341.200.000
Uang Lembur 38.660.000 38.660.000 38.660.000
Bonus/THR 29.100.000 29.100.000 25.100.000
Tunjangan Pajak - - 13.668.510
Penghasilan Bruto Kary. 408.960.000 408.960.000 422.648.510
PPh Pasal 21 12.142.750 13.668.510
Total THP 396.817.250 408.960.000 408.960.000

(Sumber : Zain (2010))

Berdasarkan analisis di atas, dapat kita catatkan beberapa poin sebagai

berikut :

a. Take Home Pay (THP)

Secara total, alternatif III yakni metode Gross Up memberikan penerimaan

penghasilan yang lebih besar bagi karyawan, karena take home pay dari

penghasilannya adalah yang paling besar dibandingkan dengan alternatif

lainnya. Meskipun alternatif II memberikan hasil THP yang sama dengan

alternatif II1, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus mengeluarkan

dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban

pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif 11l adalah yang

terbaik dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan (Gross Method)
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Dengan metode Gross, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi
tanggungan karyawan atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp.
12.142.750. bila jumlah PPh Pasal 21 ini di Gross Up, maka
hasilnya adalah Rp. 13.668.510.

Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotongkan
dari gaji bulanannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21
tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang
bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21
karyawan yang terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban
untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan

yang telah dipotong tersebut.

c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (Ner Method)

Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung
oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi
karyawan, gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi
dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung
beban PPh Pasal 21. Karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung
perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal
21, sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
perusahaan sebagai biaya, dan perusahaan sebagai pemotong atau

pemungut paja wajib membayar dan melaporkan ke kantor pajak.

d. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (Gross Up Method)

Dengan metode Gross Up ini, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan
dua tahap. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh
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perusahaan atau pemberi kerja adalah sebesar Rp. 13.668.510 dan
jumlah ini semuanya bisa dibiayakan, sedangkan jumlah PPh Pasal
21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya
dengan tunjangan pajak tersebut. Jika besarnya PPh Pasal 21
diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan metode ini jumlah
tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh
terhadap penghasilan yang diterima karyawan (take home pay),
tetapi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang di-Gross Up
penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang
ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan
besarnya PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh
pada penghasilan karyawan.

Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menetapkan metode
Gross Up pada PPh Pasal 21 akan terlihat memberatkan
perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiscal yang besar
tersebut tampak seperti pemborosan. Namun perlu diperhatikan
bahwa akibat biaya fiscal yang lebih besar akan berdampak pada
laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan
selanjutnya PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih kecil.
Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21
tersebut tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban
PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh
Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga
tercipta suatu penghematan pajak. Strategi pajak seperti ini akan
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menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya

karena pendapatan yang diperolehnya (take home pay) lebih besar.

Implikasi dari kebijakan perusahaan atas penerapan dari masing-masing

metode penghitungan PPh Pasal 21 (Net Method, Gross Method, Gross Up

Method) terhadap Laporan Laba Rugi Komprehensif dan efisiensi pajak

perusahaan secara komparatif dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
PT. ABx

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2008

METODE NET IMETODF. GROSS U

KETERANGAN METODE GROSS
Alt. | Alt. Il Alt. 111
Penjualan 3.431.249.158 3.431.249.158 3.431.249.158
Harga Pokok Penjualan 2.318.561.624 2.318.561.624 2.318.561.624
Laba Kotor Usaha 1.112.687.534 1.112.687.534 1.112.687.534
Biaya Operasional :
Biaya Operasional 444,755.557 444.755.557 444.,755.557
Gaji/THR/Bonus 408.960.000 408.960.000 408.960.000
Tunjangan PPh Pasal 21 13.668.510
Total Biaya Operasional 853.715.557 853.715.557 867.384.067
Laba Operasional 258.971.977 258.971.977 245.303.467
Pendapatan/biaya di
luar usaha
Pendapatan di luarusahy  164.995.183 164.995.183 164.995.183
Biaya di luar usaha 165.210.016 165.210.016 165.210.016
Rugi di luar usaha (214.833) (214.833) (214.833)
Laba bersih sebelum paj 258.757.144 258.757.144 245.088.634
PPh Badan 60.127.143 60.127.143 56.026.590
Laba bersih setelah pajal 198.630.001 198.630.001 189.062.044
Kredit Pajak
PPh 25 dibayar di muka 3.968.500 3.968.500 3.968.500
PPh 23 dibayar di muka 24.964.135 24.964.135 24.964.135
Total kredit pajak 28.932.635 28.932.635 28.932.635
Kurang/lebih bayar 169.697.366 169.697.366 160.129.409

(Sumber : Zain (2010))
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Dari laporan laba rugi komprehensif tersebut, selanjutnya kita buat
perbandingan antara totalitas beban pajak perusahaan dari PPh Pasal 21 dan PPh
Badan setelah perencanaan pajak PT ABx untuk menganalisis seberapa besar
dampak perencanaan pajak PPh Pasal 21 tersebut pada pencapaian efisiensi pajak

atau keuntungan perusahaan.

Tabel 3.4
Perbandingan antara totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET IMETODE GROSS UP|
Alt. | Alt. 1 Alt. 11
PPh 21 (tunjangan pajak) 0 0 13.668.510
PPh Badan 60.127.143 60.127.143 56.026.590
Total Paj b
b 60.127.143 60.127.143 69.695.100
perusahaan)
PPh 21 (beban
perusahaan, bukan 12.142.750
tunjangan pajak)
PPh 21 (beban pegawai) 12.142.750
Total Pajak 72.269.893 72.269.893 69.695.100
(Sumber : Zain (2010))
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET |METODE GROSS UP|
Alt. | Alt. 1l Alt. 111
Laba bersih setelah pajak 198.630.001 198.630.001 189.062.044
PPh 21 (non deductible) 12.142.750
PPh 21 (beban 12.142.750
pegawai/non
Laba bersih setelah
pajak dan beban non 186.487.251 186.487.251 189.062.044
deductible

(Sumber : Zain (2010))

Penjelasan :

1. Secara total, bila diperhitungkan beban karyawan dari PPh Pasal 21 ini,

maka alternatif III yakni metode Gross Up memberikan efisiensi pajak
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yang lebih besar bagi keduanya (pemberi kerja dan karyawan), karena total
pajaknya adalah yang terkecil dibanding dengan alternatif lain dengan
selisih nilai sebesar Rp. 2.574.793.

. Bila diperhitungkan beban PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan
karyawan (metode Gross) dan beban non-deductible perusahaan (metode
Net), maka metode Gross Up memberikan laba bersih setelah pajak dan
beban non-deductible yang lebih besar bagi pemberi kerja dengan selisih
nilai sebesar Rp. 2.574.793 yang jumlahnya sama dengan besarnya

efisiensi pajak yang terdapat pada poin di atas.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan
4.1.1 Sejarah PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir

Unit Usaha Ophir merupakan salah satu dari enam belas unit usaha yang
ada di bawah pengelolaan manajemen PT.Perkebunan Nusantara VI (Persero).
Sebelumnya, Unit ini merupakan proyek pengembangan Perusahaan Inti Rakyat-
Perkebunan (PIR-BUN) yang waktu itu (1981) dilaksanakan oleh PT Perkebunan
VI. Melalui program restrukturisasi BUMN, pada tahun 1996 beberapa proyek
pengembangan milik PTP VI, PTP III, IV dan VIII dikonsolidasikan oleh
Pemerintah menjadi PTP Nusantara VI (Persero) yang mempunyai wilayah kerja
di Sumatera Barat dan Jambi.

Unit Usaha Ophir di Pasaman Barat Sumatera Barat sudah ada sejak masa
penjajahan Belanda yang pada waktu itu disebut onderneming Ophir dan
diusahakan oleh Perusahaan NV. Kultuur Maatschappiy Ophir yang pusatnya
berkedudukan di Amsterdam Belanda.

Pada tahun 1942 Belanda menyerah kepada Jepang, dan sejak saat itu
langsung Unit Usaha Ophir dikuasai Jepang sampai Indonesia merdeka tahun
1945. Tahun 1955 Unit Usaha Ophir yang tinggal dalam kehancuran ini dibeli
oleh Departemen Hankam RI dari pihak konsesi Belanda.

Rencana untuk membuka kembali kebun ini gagal karena terjadi
pemberontakan PRRI, sehingga bekas puing-puing peninggalan Belanda yang
masih ada itu juga hancur oleh pemberontakan sehingga segala peralatan tidak
dapat dipergunakan lagi.

60



Setelah Indonesia bebas dari perpecahan, telah banyak pihak perusahaan
swasta untuk berusaha mengelolanya, tetapi belum juga dapat terwujud karena
memerlukan modal dan tenaga ahli yang cukup besar.

Akhirnya pada tahun 1980 pola PIR-lah yang berhasil dibentuk, dengan
nama Proyek Nucleus Estate Smallholder Participation (NESP) Ophir, yang
merupakan salah satu proyek perkebunan yang dikembangkan pemerintah melalui
pola kerja sama antara rakyat (Plasma) dan perusahaan perkebunan besar (Inti).

Proyek ini dibentuk dan dikembangkan atas prakarsa Panglima Kodam III
17 Agustus Sumbar waktu itu setelah melihat keberhasilan Proyek Kodam II
Bukit Barisan di Sei Baleh Sumatera Utara yang dikelola PT Perkebunan VI
(Persero). Prakarsa ini didukung oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mendapat
persetujuan  dari  Menteri Pertanian RI  melalui surat SPBN
No.156/A//GUB/C/1979 dengan menugaskan PTP VI sebagai pelaksana proyek.
Penugasan kepada PTP VI berkaitan dengan pemanfaatan teknis perkelapasawitan
dan manajemen yang dimiliki serta berdasarkan kepada Tri Dharma perkebunan,
yaitu:

1. Meningkatkan Devisa Negara
2. Menciptakan Lapangan Kerja

3. Melestarikan Sumber Daya Alam

4.1.2 Letak Geografis

PTP Nusantara VI Unit Usaha Ophir terletak di ujung Sumatera Barat
yang merupakan daerah perbatasan antara Propinsi Sumatera Barat dengan

Propinsi Sumatera Utara, termasuk daerah Kabupaten Pasaman Barat di
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Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kinali. Daerah ini merupakan dataran rendah
bagian Barat Gunung Pasaman dan Gunung Talamau yang menghadap ke pantai
Barat Sumatera Barat bagian Utara yang jaraknya dari Kota Padang + 186 km,
ketinggian dari permukaan laut 50-164 meter, iklim/suhu 28-31°C, kelembaban
udara 70-80%, jenis tanah Andosol, keasaman tanah (PH) 4-6, posisi geografis
tepat pada garis khatulistiwa dan 100° Bujur Timur, topografis datar dan

bergelombang dengan kemiringan 1-3%.

4.1.3 Pembangunan NESP Ophir

Proyek Ophir mulai dibangun pada 3 Maret 1981 dengan bantuan kredit
dari Pemerintah Jerman Barat sebesar DM 65 juta sesuai dengan perjanjian
pinjaman (Loan Agreement) No. 80.66.383 tanggal 31 Agustus 1982 antara
Pemerintah RI dengan KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), sedangkan dari

Indonesia yang ditunjuk adalah PTP VI pada saat itu.

4.1.4 Kebun PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir
a. Kebun Inti

e Luas Areal HGU

Areal Kelapa Sawit =3.256,00 Ha.

Areal Non-Produksi

(Perumahan,PKS,Sungai/Rendahan) = 293.16 Ha.
Jumlah = 3.549,16 Ha.
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¢ Tenaga Kerja

Keberadaan PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memberikan

pengaruh terhadap terciptanya lapangan pekerjaan di Pasmana Barat, adapun

jumlah tenaga kerja yang berada di Unit Usaha Ophir sbb.

Karyawan Pimpinan = 14 orang
Karyawan Pelaksana = 610 orang
Tenaga Honor = 6orang
Jumlah = 630 orang
e Produksi Inti
TBS
Tahun
Ton Ton/Ha
2009 32.877.110.- 16.156.-
2010 36.097.530.- 20.371.-
2011 32.000.190.- 17.857.-
2012 34.619.160.- 28.261.-
2013 35.375.240.- 29.578.-
b. Kebun Plasma
e Luas Areal HGU
Kebun Sawit = 4,800 Ha.
Pekarangan/Pangan =1.103 Ha.
Jumlah =5.903 ha
e Petani Peserta
Purnawirawan ABRI = 840 KK
Penduduk setempat =1.290 KK

63




Pegawai Negeri sipil = 270KK

Jumlah =2.400 KK
e Pembayaran Kredit Plasma
Uraian Kredit (Rp) Pengembalian (Rp)
Plasma I 3.259.111.714.- 3.259.111.714.-
Plasma II 2.132.509.577.- 2.132.509.577.-
Plasma III 3.147.155.081.- 3.147.155.081.-
Plasma IV 6.640.959.152.- 6.640.959.152.-
Plasma V 3.193.915.134.- 3.193.915.134.-
Jumlah 18.409.650.658.- 18.409.650.658.-

4.1.5 Pabrik Pengolahan Kelapa sawit

Pada awalnya kebun menghasilkan produksi Tandan Buah Segar (TBS)
yang masih rendah, dan pengolahannya dilakukan hanya dengan PKS Pionir
berkapasitas 10 ton/jam. Sejalan dengan peningkatan produksi TBS dan
perkembangan perkebunan di tengah-tengah masyarakat, pada tahun 1986
pengolahan dilakukan dengan pabrik permanen dengan kapasitas 20 ton TBS/jam
(satu line). Pada 1987 telah dipasang (dua line) dengan kapasitas 20 ton TBS/jam,

sehingga total kapasitas menjadi 40 ton TBS/jam atau 800 — 1000 ton TBS/hari.

4.1.6 Dampak Positif Keberadaan Unit Usaha Ophir

Dalam pelaksanaan selama 34 tahun ini, PTP Nusantara VI ( Persero )

Unit Usaha Ophir telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam
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peningkatan pertumbuhan perekonomian (daerah), yang a.l. dapat dilihat melalui

indikator:

1. Lunasnya pengembalian kredit kebun Plasma

2. Hasil kebun yang sangat baik

3. Keberhasilan organisasi petani yang cukup baik

4. Multiflier Effect di sekitar unit usaha Ophir

4.1.7 Keberhasilan Organisasi Petani

Keberhasilan petani plasma Ophir sebagaimana yang diindikasikan oleh 4

poin di atas, tidak terlepas dari solid-nya kerja sama mereka dalam berorganisasi.

Hingga saat ini tercatat lima koperasi petani sawit (KPS) yang mengorganisir

kepentingan petani plasma, yakni Plasma I (KPS Perintis), Plasma II (KPS

Sejahtera), Plasma III (KPS Indah), Plasma IV (KPS Maju), Plasma V

(KPS

Makmur). Kelima KPS ini berada di bawah naungan koperasi sekunder Koperasi

Jasa Usaha Bersama (KJUB).
ASAL Thn

Thn Luas Tahun | Lunas | Jh

Nama KPS - Penem
Tnm (Ha) | Pur | PNS JLH patan | Konv. | Tahun | Kip

m

Petani
KPS Perintis 81/82 | 1.100 | 210 1 339 550 1983 | Okt-87 | Mei-92 | 26
KPS Sejahtera | 82/83 750 | 207 3 165 375 1985 | Ags90 | Mar-93 | 15
KPS Indah 83/84 | 1.000 | 103 12 385 500 1986 | Sep-90 | Mei-95 | 26
KPS Maju 85/86 | 1.338 | 320 | 121 228 669 1990 | Ags-93 | Mei-98 | 23
KPS Makmur 84/85 612 -1 134 172 306 1989 | Juk92 | Mei-95 12
Jumiah 4.800 | 840 | 271 | 1.289 | 2.400 102
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Catatan: Hubungan kemitraan antara PTP Nusantara VI (Persero) dengan
Plasma 1l s.d V selamaini cukup baik dan terjalin kemitraan yang saling

menguntungkan.

4.1.8 Program PKBL

Disamping melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui
pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), PTP Nusantara VI
(Persero), berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/94 tanggal 27
Juni 1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui
pemanfaatan sebagian dari laba BUMN, juga telah menyalurkan dana sebesar
Rp 1.292.105.000kepada 105 Mitra Binaan yang berada di sekitar PTP Nusantara

VI (Persero) Unit Usaha Opbhir.

4.1.9 Program CSR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2012, bahwa PTP
Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir telah menyalurkan bantuan CSR sejak
tahun 2009 s.d sekarang untuk disalurkan kepada lingkungan unit usaha Ophir

sebesar Rp 524.710.000.

4.1.10 Kontribusi Kepada Masyarakat Setempat

PTP Nusantara VI (Persero)Unit Usaha Ophir memberikan uang kontribusi
kepada Ninik-mamak/Masyarakat Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten
Pasaman Barat sebesar 120.000.000 per tahun, yang diserahkan setiap bulan
Nopember tahun berjalan sampai habis masa Hak Guna Usaha (HGU) Unit Usaha

Ophir tahun 2017 dan telah disalurkan dari tahun 2001 s.d tahun 2014.
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PTP Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memberikan uang
kontribusi kepada Ninik-mamak/Masyarakat Nagari Koto Baru Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sebesar 8.000.000 per bulan dan telah
diberikan sejak tahun 2004 s.d sekarang.

4.1.11 Bidang dan Kegiatan Usaha

Bidang usaha dan kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)
Unit Usaha Ophir adalah perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

4.1.12 Produk dan Layanan Perusahaan

Produk dan layanan perusahaan PTP N VI (PERSERO) Unit Usaha Ophir
adalah CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Karnel Oil).

4.1.13 Kebijakan PTP N VI Unit Usaha Ophir dalam Pemberian

Kesejahteraan Karyawan

a. Gaji Pokok

aftar Gaii |

Sesuai dengan ketentuan Upah Minimun Provinsi (UMP) sesuai dengan

golongan, perhitungan gaji yang dibayarkan (gaji bersih) adalah :

Jumlah Gaji Bersih = (Premi + PPh = Gaji bruto) - Jamsostek Hari
tua - Panjar Gaji - Potongan Listrik (Rekening 144) — Potongan
Sihata (Rekening 151) - PPH Psl 21
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Dafiar Gaii II

Perhitungan Take Home Pay (THP) atau gaji bersih yang dibayarkan adalah :

Take Home Pay = Jumlah Gaji Bersih - Koperasi - Toko Koperasi -
Potongan PDHBI - Potongan SPBUN - IKBI - potongan BANK -

Potongan Arisan

b. Tunjangan

Perhitungan :

Tunjangan tetap adalah 25% dari Upah

Tunjangan Tidak Tetap adalah Penyusunan struktur dan upah, juga
menyusun kompensasi lain, berupa tunjangan tidak tetap yang di
tetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh perusahaan yang tidak
terpisah dari PKB ini.

Tunjangan Fungsional adalah Karyawan yang menduduki strata IV
sampai VI. Karena fungsi dan statusnya diberikan tunjangan
fungsional yang besarnya tercantum dalam lampiran PKB ini.
Tunjangan Struktural adalah Menyusun struktur dan skala upah
pokok juga menyusun tunjangan struktural bagi karyawan yanng
menduduki jabatan puncak dan satu tingkat di bawahnya yang
besarnya tercantum dalam lampiran PKB ini.

Tunjangan Kendaraan adalah Diberikan kepada karyawan karena
tugas dan fungsinya harus menggunakan kendaraan yang besarnya
tercantum dalam lampiran tersebut.

Tunjangan Kompensasi adalah Diberikan kepada karyawan

golongan 1ID/6, I1ID/11, IVB/ 6 dan IVD/6 yang sudah menjalani
68




¢. Premi

golongan tersebut lebih dari 1 tahun, ketentuan lebih lanjut diatur
dalam Juklak (pendidikan / pelatihan).

Tunjangan Peneliti adalah karyawan yang memangku jabatan
sebagai peneliti diberikan tunjangan peneliti berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Tunjangan Pengemban adalah Karyawan yang bertugas didaerah
pengemban diberikan tunjangan pengemban atau ketentuan lebih

lanjut diatur dalam juklak (pendidikan atau peneliti).

Premi adalah kelebihan basis borong dari yang ditargetkan perusahaan

kepada karyawan.

Premi dibayarkan kepada karyawan strata I,II dan III

Ketentuan tentang pemberian premi (formulasi) dirumuskan
bersama SP BUN (serikat pekerja kebun) yang ditetapkan dalam
surat direksi.

Kepada karyawan yang telah memperoleh premi tidak
mendapatkan lagi lembur kecuali hal-hal yang bersifat insidentil
dengan menerbitkan surat perintah kerja lembur (SPKL).

Premi terdapat dari Afdeling = jumlah premi dari Afdeling 1
sampai 4 + bobot % x FK x NMK = Premi hari panen / olah.

Terbentuknya Premi adalah Terdapat dari masing-masing mandor

dan tergantung penghasilan panen.

= Jumlah Premi mandor panenx 150%
2
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d. Lembur

e Pekerjaan yang dilakukan pada hari libur atau diluar jam kerja
sebagai mana yang dimaksud dalam perjanjian kerja yang disebut
dengan kerja lembur.

e Pada dasarnya jadwal kerja PTP Nusantara VI (persero) jumlah
hari/jam kerja diatur atas kebijaksanaan pengusaha menurut
kepentingan dan ketentuan perusahaan. Dengan memperhatikan
ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

e Yang berhak memperoleh upah upah kerja lembur adalah
karyawan yang menduduki strata LILIII (golongan IA sampai 1ID)

e Perhitungan upah lembur disesuaikan dengan strata keputusan
mentri tenaga kerja republik indonesia No. Kep-102/MEN/V1/2004
tanggal 25 juli 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja
lembur.

e Perhitungan upah lembur satu jam = 1/173 x Upah
Perhitungan Uang Kerja Lembur;

e Hari biasa
o Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar uang kerja
lembur sebesar 1,5 (satu setengah) kali uang lembur 1 jam.
o Untuk setiap jam kerja selebihnya harus dibayarkan uang

lembur sebesar 2 (dua) kali uang lembur 1 jam.
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e Hari istirahat mingguan / hari besar
o Untuk setiap jam kerja dalam batas 7 jam harus dibayar uang
kerja lembur sebesar 2 kali uang lembur 1 jam.
o Untuk setiap jam kerja selebihnya harus dibayarkan uang kerja
lembur sebesar 3 kali uang lembur 1 jam.
o Hari lembur Nasional dan hari Raya Keagamaan.
o Untuk setiap jam kerja dalam batas 7 jam harus dibayarkan
uang kerja lembur sebesar 3 kali uvang lembur 1 jam.
o Untuk setiap jam kerja selebihnya harus dibayarkan uang
lembur sebesar 4 kali uang lembur 1 jam.
o Kepada karyawan yang telah memperoleh lembur tidak lagi
mendapatkan premi.
e. Bantuan Beras untuk Karyawan
» Pekerja dapat catu beras 15kg
o Istri dapat catu beras 9kg
e Anak 1 dapat catu beras 1,5kg
Tanggungan beras catu terbatas hanya untuk 3 anak
e Beras catu sudah divangkan sesuai dengan harga beras
Harga beras/kg x jumlah tanggungan
f. Tunjangan Cuti
Masuk dalam kolom pendapatan lain-lain, dibayarkan setelah jatuh tempo.
¢ Cuti panjang
Karyawan yang telah bekerja terus menerus selama 6 tahun berhak

atas cuti panjang selama 30 hari kalender.Besarnya penggantian
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yang diterima berupa uang dengan perhitungan nilai penggantian
setiap hari sisa cutinya 1/30 x upah take home berakhir.
e Cuti Melahirkan

o Karyawan wanita berhak atas cuti melahirkan sebelum 45
hari sebelum melahirkan dan 45 hari setelah melahirkan.

o Dalam kondisi yang khusus dapat menyimpang (atas
rekomendsi dokter). Namun tidak melebihi waktu 3 bulan
sejak melahirkan sampai karyawan masuk kerja.

o Selama cuti melahirkan karyawan yang bersangkutan
mendapatkan upah.

o Karyawan yang mengalami gugur kandungan berdasarkan
surat keterangan dokter dan diperkuat oleh dokter yang
ditunjuk perusahaan berhak atas istirahat 45 hari kalender.

e Cuti haid

o Karyawan wanita yang dalam masa haid merasakan sakit,
tidak wajib kerja pada hari pertama dan hari kedua pada
waktu haid.

o lIzin tidak masuk kerja kama adanya halangan tersebut
diatas wajib diberikan apabila diminta diberitahukan oleh
karyawan tersebut kepada atasan langsung mendapatkan
upah.

o Apabila diperlukan penentuan untuk menjalani cuti haid
dapat diberikan dari surat keterangan dokter perusahaan /

petugas kesehatan.
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e Cuti diluar tanggungan perusahaan.
o Memiliki masa kerja minimal 5 tahun terus menerus pada
perusahaan.
o Dapat diizinkan untuk jangka waktu minimal 1 bulan kerja
maksimal 3 bulan.
o Izin diberikan 1 kali selama yang bersangkutan menjadi
karyawan perusahaan.
o Dan masih ada ketentuan-ketentuan lain yang telah
ditentukan oleh perusahaan.
Rumus : 6% dari gaji pokok (cuti tahunan)
g. Jubelium
Penghargaan masa kerja selama 25,30 dan 35 tahun
e 25 tahun masa kerja (jubelium 1)
o Surat / piagam dari perusahaan.
o Diberi uang jubelium sebesar 5 kali upah pokok, tergantung
golongan.
o Cenderamata Cincin 10gr.
¢ 30 tahun masa kerja (jubelium2)
o Penghargaan berupa piagam dari perusahaan.
o Diberi uang jubelium sebesar 2 kali upah pokok.
o Tidak dapat cendramata.
e 35 tahun masa kerja (jubelium 3)
o Penghargaan berupa piagam dari perusahaan.
o Diberi uang jubelium sebesar 3 kali upah pokok.
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4.1.14 Proses Pembayaran Gaji

Gambar 4.1
Proses Pembayaran Gaji

Gaji karyawan yang telah di Entry
dimintakan pada setiap akhir bulan melalui
PMK (Permintaan Modal Kerja) ke kantor

pusat di Jambi di bagian keuangan.

!

Permintaan modal kerja ke kantor pusat.

Permintaan modal kerja di

»| screening atau di verifikasi

v bagian keuangan kantor pusat.

Hasil PMK yang di screening di kantor
pusat di informasikan ke unit Via Email.

!

Modal kerja di Dropping ke unit usaha.

!

Unit usaha mempersiapkan administrasi

untuk menarik uang dari BANK. Catatan
Uang tunai diantar ke kantor
. unit usaha ophir dengan
v
Gaji dibagikan sesuai daftar gaji yang telah pengawalan polisi.

dibuat ke masing-masing bagian.

PKS Kantor | | Afd.1 || Afd. Il | | Afd. III || Afd. IV

Setelah pembagian, rekap daftar gaji atau tanda terima yang telah ditanda
tangani karyawan di kembalikan ke kantor tata usaha dan diarsipkan.
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4.1.15 Laporan Keuangan Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir tidak
menggunakan laporan laba rugi dalam menggambarkan kondisi keuangan
perusahaan dan memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi)
perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu. PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir menggunakan neraca
percobaan sebagai media untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.
Hal ini sesuai dengan keputusan manajemen perusahaan BUMN yang menyatakan
bahwa hanya kantor pusat dari masing-masing unit yang berhak mengeluarkan
laporan laba rugi perusahaan. Selain itu, faktor ketidaksamaan kondisi masing-
masing unit (kondisi unit perusahaan laba atau rugi) menjadi salah satu alasan
mengapa unit tidak berhak mengeluarkan laporan laba rugi. Dalam hal ini, PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) pusat yang berkedudukan di Jambi yang

berhak mengeluarkan laporan laba rugi.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir selaku unit dari
PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) wajib membuat Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran
Operasional (RKAO) setiap bulan sebagai alat dalam menjalankan kegiatan

operasionalnya.



Tabel 4.1

Neraca Percobaan Desember 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)| NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :ldaril
REKNU REKNUM SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
XXXXXXXX |Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas 174,765,301,885 | 410,064,743,669 15,249,033,076 36,204,885,977 | 189,375,523,707 | 445,630,818,392
XXXXXXXX |[Rekening Keuangan 1,421,568,845 9,529,467,601 61,154,749,071 57,249,244,956 879,734,606 5,082,129,247
XXXXXXXX |Rekening Netral 62,527,811,679 | 61,569,005,113 | 14,398,965,686 | 15,357,772,252 | 59,838,986,829 | 59,838,986,829
XXXXXXXX |Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 3,237,031,375 3,727,074 2,324,184,094 2,421,250,771 3,139,964,698 3,727,074
XXXXXXXX |Biaya Tidak Langsung 17,620,491,813 296,517,567 1,927,749,798 684,526,852 | 18,909,397,879 342,200,687
XXXXXXXX [Biaya Langsung 239,147,760,709 16,567,083,624 18,661,086,166 1,780,509,331 | 257,628,467,724 18,167,213,804
XXXXXXXX |Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg. Laba Rugi 628,642,035 1,318,063,693 58,261,714 75,839,466 671,068,179 1,378,067,589

TOTAL TOTAL

499,348,608,341

499,348,608,341

113,774,029,605

113,774,029,605

530,443,143,622

530,443,143,622

((Sumber : PTPN VI Ophir (2012))
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Tabel 4.2

Neraca Percobaan Desember 2013

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) [ NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :ldari l
REKNU REKNUM SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN [NI SALDO AKHIR BULAN

M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
XXXXXXXX |Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas 210,464,346,218 | 441,851,126,818 |  6,563,086,060 | 28,179,626,195 | 214,887,761,525 | 467,891,082,260
XXXXXXXX |Rekening Keuangan 796,607,171 | 4,311,655,631 | 71,263,780,463 | 73,243,453,617 191,838,336 |  5,686,559,950
XXXXXXXX |Rekening Netral 62,102,676,521 | 61,965,246,761 | 14,291,415,957 | 14,428,845,717 | 58,511,946,945 | 58,511,946,945
XXXXXXXX |Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 2,406,795,790 3,727,074 632,282,111 | 1,405,403,433 |  1,633,674,468 3,727,074
XXXXXXXX [Biaya Tidak Langsung 21,786,336,862 | 11,974,296,208 |  2,165,319,726 | 1,025,134,666 | 23,903,452,156 | 12,951,226,442
XXXXXXXX |Biaya Langsung 238,170,427,096 | 14,824,448,116 | 24,324,070,676 | 1,097,261,276 | 262,494,497,772 | 15,921,709,392
XXXXXXXX |Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg. Laba Rugi 784,767,613 |  1,581,456,663 185,822,195 46,052,284 970,589,808 |  1,627,508,947
TOTAL TOTAL 536,511,957,271 | 536,511,957,271 | 119,425,777,188 | 119,425,777,188 | 562,593,761,010 | 562,593,761,010

((Sumber : PTPN VI Ophir (2013))

77



Tabel 4.3

Reknum Rekening Keuangan 2012

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)I NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :ldaril
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx |Kas Operasional 129,700 - 2,121,308,372 2,121,401,722 36,350 -
XXxxxXxx |Bank 1,049,965,481 -| 16,376,881,676 16,595,034,829 831,812,328 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan Golongan Il dan IV - - 1,424,407 1,424,407 - *
XXXxXxxX |Pinjaman Karyawan Golongan | dan |l 3,777,736 - 39,272,536 37,764,145 5,286,127 -
xxxxxxxx {Uang Muka Gaji Karyawan Pelaksana - - 63,500,000 63,500,000 - -
xxxxxxxx |Asuransi dan Beban Dibayar dimuka 367,695,928 - 51,873,225 376,969,352 42,599,801 -
xxxxxxxx |Koperasl Karyawandan PremiJamsostek Kary. - 45,501,760 216,383,960 225,590,780 - 54,708,580
xxxxxxxx |Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial - 2,810,741,634 3,078,255,127 2,463,687,500 - 2,196,174,007
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,775,065,725 13,892,378,986 14,809,922,764 - 2,692,609,503
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan Il dan IV - 10,282,171 10,282,171 14,474,253 - 14,474,253
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan 11 - 39,206,754 39,206,754 113,822,362 - 113,822,362
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Honor - 121,875 121,875 121,875 - 121,875
xxxxxxxx | PPh Psl 21 PKWT - 922,379 922,379 1,512,721 - 1,512,721
xxxxxxxx |PPh Psl 23 - 7,542,239 16,209,298 17,373,005 - 8,705,946
xxxxxxxx |PPN Masukan yangtidak Dapat Dikreditkan - - 625,048,090 625,048,090 - -
xxxxxxxx |PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan - - 149,110,881 149,110,881 - -
X0xxxxx  |luran Karyawan - - 36,338,350 36,338,350 - -
xxxxxxxx __|Rekening Koran Ophir - 4,840,083,064 5,952,304,139 1,112,221,075 - -
xxxxxxxx |Pembelian Tunal - - 49,956,900 49,956,900 - -
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - -| 18,433,969,945 18,433,969,945 - -
TOTAL 1,421,568,845 9,529,467,601 61,154,749,071 57,249,244,956 879,734,606 5,082,129,247

((Sumber : PTPN VI Ophir (2013))
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Tabel 4.4

Reknum Rekening Keuangan 2013

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) t NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1ldari 1l
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx {Kas Operasional 432,000 - 2,387,143,590 2,387,452,740 122,850 -
XxXxxxxxx |Bank 383,858,835 -| 21,800,853,544 22,049,407,645 135,304,734 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan Golongan llldan IV - - 3,302,519 3,302,519 - -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan Golongan!dan il 8,096,673 - 38,815,363 38,978,333 7,933,703 -
xxxxxxxx |Uang Muka Gaji Karyawan Pelaksana - - 61,800,000 61,800,000 - -
xxxxxxxx |Asuransi dan Beban Dibayar dimuka 404,219,663 - 14,244,500 369,987,117 48,477,046 -
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan PremiJamsostek Kary. - 474,311,043 719,932,500 672,770,874 3 427,149,420

JOOOEANAKN

Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial

1,978,660,755

1,978,660,755

2,021,211,531

2,021,211,531

AR XAKXK

Koperasi Karyawan dan TBS

1,364,491,160

18,841,771,328

20,138,563,044

3,156,305,065

xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan Il dan IV - 6,508,185 19,915,190 511,254,507 - 2,825,313
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan 1l - 24,686,085 24,686,085 65,630,984 - 65,630,984
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Honor - 121,875 121,875 226,058 - 226,058
xxxxxxxx |PPhPsl 21 PKWT - 2,356,994 2,356,994 3,115,958 - 3,115,958
xxxxxxxx |PPhPsl23 - 7,456,429 47,028,564 49,667,756 - 10,095,621
xxxxxxxx |PPN Masukan yangtidak Dapat Dikreditkan - - 303,238,769 303,238,769 - =
xxxxxxxx |PPN MasukanyangDapat Dikreditkan - - 102,529,872 102,529,872 - -
x0oo0xx  luran Karyawan - - 44,895,970 44,895,970 - -
XHKAXXKX Rekening Koran Ophir - 453,063,105 695,721,745 242,658,640 - -
xxxxxxxx |Pembelian Tunai - - 49,964,600 49,964,600 - #
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - - 24,126,796,700 24,126,796,700 - -

TOTAL

796,607,171

4,311,655,631

71,263,780,463

73,243,453,617

191,838,336

5,686,559,950

((Sumber : PTPN VI Ophir (2013))

79



4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan PT. Perkebunan

Nusantara VI ( Persero ) Unit Usaha Ophir Tuan Apada bulan Desember 2013.

Tahap 1

Pada Tahap I, akan dihitung besarnya jumlah penghasilan kena pajak

(PKP) tanpa tunjangan pajak.
Gaji
Tunjangan Tetap
Tunjangan Fungsional
Kompensasi RALB
Kompensasi BBM
Jabatan Puncak
BPAS
Jamsostek Beban Perusahaan
Jumlah
Pengurang :
Jamsostek Beban Perusahaan
Jamsostek Beban Karyawan
Pensiun Beban Karyawan
Rekening 151
Jumlah Pengurang

287.778

126.774

122.310
2.280.002 +

Jumlah Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun
PTKP (K/3)

Diri Wajib Pajak

Kawin

Tanggungan 3 orang
Jumlah

Penghasilan Kena Pajak

24.300.000
2.025.000
6.075.000 +

4.754.037
1.584.679
1.545.000
344.763
713.106
918.750
625.000
287.778+
10.773.113

2.816.864 -
7.956.249
95.474.988

32.400.000 -

63.074.988
30




PPh Terutang

5 % x 50.000.000 =2.500.000
15 % x ( 63.074.988 — 50.000.000 ) =1.961.248 +
Jumlah PPh setahun 4.461.248
Jumlah PPh sebulan 371.770

Karena PKP ada pada lapisan tarif ke 2, maka rumus gross up yang

diterapkan adalah lapisan ke 2 |
Lapisan ke 2 = (PKP x 15 %) — 5.000.000
0.85
Tunjangan Pajak = (63.074.988 x 15 % ) — 5.000.000
0,85
Tunjangan Pajak =5.248.527

Tunjangan Pajak Sebulan = 437.377

Tahap I1

Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak, maka hasil tersebut dimasukkan
sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Perhitungan ini memperlihatkan bahwa

jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak.

Gaji 4.754.037
Tunjangan Tetap 1.584.679
Tunjangan Fungsional 1.545.000
Tunjangan Pajak 437.377
Kompensasi RALB 344763
Kompensasi BBM 713.106
Jabatan Puncak 918.750

BPAS 625.000
81




Jamsostek Beban Perusahaan
Jumlah

Pengurang :

Jamsostek Beban Perusahaan
Jamsostek Beban Karyawan
Pensiun Beban Karyawan
Rekening 151

Jumlah Pengurang

Jumlah Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun
PTKP (K/3)

Diri Wajib Pajak

Kawin

Tanggungan 3 orang
Jumlah

Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang

5 % x 50.000.000

15 % x (68.323.512 - 50.000.000 )

Jumlah PPh Terutang Setahun
Jumlah PPh Terutang Sebulan

287.778
126.774
122.310

2.280.002 +

2.816.864 -
8.393.626
100.723.512

24.300.000
2.025.000
6.075.000 +
32.400.000 -
68.323.512

= 2.500.000
=2.748.526 +
5.248.526
437.377
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Berikut gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan

dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tuan A
Tabel 4.5
Take Home Pay (THP)
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET [METODE GROSS UP|
Alt. | Alt. 11 Alt. 1l

Gaji 4,754,037 4,754,037 4,754,037
Tu njangan Tetap 1,584,679 1,584,679 1,584,679
Tunj. Fungsional 1,545,000 1,545,000 1,545,000
Kompensasi RALB/T 344,763 344,763 344,763
Kompensasi BBM 713,106 713,106 713,106
Jabatan Puncak 918,750 918,750 918,750
BPAS 625,000 625,000 625,000
Jamsostek B. Perusahaan 287,778 287,778 287,778
Tunj. PPh Pasal 21 - - 437,377
Jumlah Peng. Bruto 10,773,113 10,773,113 11,210,490
Potongan

Jamsostek B. Perusahaan 287,778 287,778 287,778
Jamsostek B. Kary. 126,774 126,774 126,774
Pensiun 122,310 122,310 122,310
Rekening 151 2,280,002 2,280,002 2,280,002
PPh Pasal 21 371,770 437,377
Jumlah Potongan 3,188,634 2,816,864 3,254,241
THP 7,584,479 7,956,249 7,956,249

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Contoh perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan PT. Perkebunan

Nusantara V1 ( Persero ) Unit Usaha Ophir Tuan B pada bulan Desember 2012.

Tahap 1
Pada Tahap I, akan dihitung besarnya jumlah penghasilan kena pajak

(PKP) tanpa tunjangan pajak.
Gaji 3.047.534
Tunjangan Tetap 1.015.845
Tunjangan Fungsional 2.550.000
Kompensasi RALB 211.007
Kompensasi BBM 457.130
Jabatan Puncak 1.837.500
BPAS 0
Jamsostek Beban Perusahaan 172.287 +
Jumlah 9.291.303
Pengurang :
Jamsostek Beban Perusahaan 172.287
Jamsostek Beban Karyawan 81.268
Pensiun Beban Karyawan 75.020
Rekening 151 4.188.336 +
Jumlah Pengurang 4.629.127 -
Jumlah Penghasilan Netto Sebulan 4.662.176
Penghasilan Netto Setahun 55.946.112
PTKP (K/0)
Diri Wajib Pajak 24.300.000
Kawin 2.025.000 +
Jumlah 26.325.000 -
Penghasilan Kena Pajak 29.621.112
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PPh Terutang

5%x29.621.112 =1.481.055
Jumlah PPh setahun 1.481.055
Jumlah PPh sebulan 123.421

Karena PKP ada pada lapisan tarif ke 1, maka rumus gross up yang

diterapkan adalah lapisan ke 1

Lapisan ke 1 =(PKP x 5 %)
0.95

Tunjangan Pajak = (29.621.112x5 %)
0,95

Tunjangan Pajak =1.559.005

Tunjangan Pajak Sebulan = 129.917

Tahap 11

Setelah diperoleh berapa tunjangan pajak, maka hasil tersebut dimasukkan
sebagai unsur penghasilan wajib pajak. Perhitungan ini memperlihatkan bahwa

jumlah PPh harus sama dengan tunjangan pajak.

Gaji 3.047.534
Tunjangan Tetap 1.015.845
Tunjangan Fungsional 2.550.000
Tunjangan Pajak 129.917
Kompensasi RALB 211.007
Kompensasi BBM 457.130
Jabatan Puncak 1.837.500
BPAS 0
Jamsostek Beban Perusahaan 172.287 +
Jumlah 9.421.220
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Pengurang :

Jamsostek Beban Perusahaan 172.287

Jamsostek Beban Karyawan 81.268
Pensiun Beban Karyawan 75.020
Rekening 151 4.188.336 +
Jumlah Pengurang

Jumlah Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun

PTKP (K/0)

Diri Wajib Pajak 24.300.000
Kawin ' 2.025.000 +
Jumlah

Penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang

5% x31.180.116 = 1.559.005
Jumlah PPh setahun 1.559.005
Jumlah PPh sebulan 129.917

4.629.127 -
4.792.093
57.505.116

26.325.000 -
31.180.116

86




Berikut gambaran alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan

dan bagi karyawan dalam pemilihan dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tuan B
Tabel 4.6
Take Home Pay (THP)
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET IMEI'ODE GROSS UP
Alt. | Alt. 11 Alt. 11l

Gaji 3,047,534 3,047,534 3,047,534
Tunjangan Tetap 1,015,845 1,015,845 1,015,845
Tunj. Fungsional 2,550,000 2,550,000 2,550,000
Kompensasi RALB/T 221,007 221,007 221,007
Kompensasi BBM 457,130 457,130 457,130
Jabatan Puncak 1,837,500 1,837,500 1,837,500
BPAS - - -
Jamsostek B. Perusahaan 172,287 172,287 172,287
Tunj. PPh Pasal 21 - - 129,917
Jumlah Peng. Bruto 9,301,303 9,301,303 9,431,220
Potongan

Jamsostek B. Perusahaan 172,287 172,287 172,287
Jamsostek B. Kary. 81,268 81,268 81,268
Pensiun 75,020 75,020 75,020
Rekening 151 4,188,336 4,188,336 4,188,336
PPh Pasal 21 123,421 - 129,917
Jumlah Potongan 4,640,332 4,516,911 4,646,828
THP 4,660,971 4,784,392 4,784,392

(Sumber : Data yang diolah penulis(2014))
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4.2.2 Perbandingan Penerapan Metode dalam Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut perbandingan penerapan metode dalam perhitungan PPh Pasal 21

pada PT. Perkebunan Nusantara VI ( Persero ) Unit Usaha Ophir.

Tabel 4.7
Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2012
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET |METODE GROSS UP|
Alt. | Alt. 1l Alt. 1

Gaji Pokok 665,888,319 665,888,319 665,888,319
Tunjangan Tetap 221,962,787 221,962,787 221,962,787
Komp. RALB 26,036,044 26,036,044 26,036,044
Komp. Transportasi 99,883,264 99,883,264 99,883,264
Komp. Pemondokan 59,300,000 59,300,000 59,300,000
Komp. Sepeda Motor 4,125,000 4,125,000 4,125,000
Santunan Mandor - - -
Jamsostek B. Perusahaan 40,308,449 40,308,449 40,308,449
Beras - & -
Pendapatan Lain-lain 11,880,235 11,880,235 11,880,235
Premi Panen 394,949,738 394,949,738 394,949,738
Premi Pengolahan 292,886,533 292,886,533 292,886,533
Premi Pemel - - -
Tunjangan PPh Pasal 21 - - 40,525,896
Premi Prestasi - - -
LBR. Dinas 33,577,626 33,577,626 33,577,626
Gaji Bruto 1,850,797,995 1,850,797,995 1,891,323,891
Pengurang
Jamsostek B. Perusahaan 40,308,449 40,308,449 40,308,449
Jamsostek B. Karyawan 17,757,053 17,757,053 17,757,053
Pensiun B. Karyawan 16,391,885 16,391,885 16,391,885
Panjar Gaji 63,500,000 63,500,000 63,500,000
Potongan Mangkir 61,750 61,750 61,750
Rekening 144 33,332,304 33,332,304 33,332,304
Rekening 151 9,525,000 9,525,000 9,525,000
Jumiah Pengurang 180,876,441 180,876,441 180,876,441
Gaji Netto 1,669,921,554 1,669,921,554 1,710,447,450
PPh Pasal 21 36,841,723 36,841,723 40,525,896
Tunjangan PPh Pasal 21 - - 40,525,896
PPh Pasal 21 yang harus

disetor/dipotong dari 36,841,723 36,841,723 -

karyawan

(Sumber : Data yang diolah penulis(2014))
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Selanjutnya pada tabel berikut, kita akan mendapat gambaran alternatif

yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan

dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tabel 4.8
Take Home Pay (THP)
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET |METODE GROSS UP
Alt. | Alt. 1l Alt. 11

Gaji Pokok 665,888,319 665,888,319 665,888,319
Tunjangan Tetap 221,962,787 221,962,787 221,962,787
Komp. RALB 26,036,044 26,036,044 26,036,044
Komp. Transportasi 99,883,264 99,883,264 99,883,264
Komp. Pemondokan 59,300,000 59,300,000 59,300,000
Komp. Sepeda Motor 4,125,000 4,125,000 4,125,000
Santunan Mandor - - -
Jamsostek B. Perusahaan 40,308,449 40,308,449 40,308,449
Beras - - =
Pendapatan Lain-lain 11,880,235 11,880,235 11,880,235
Premi Panen 394,949,738 394,949,738 394,949,738
Premi Pengolahan 292,886,533 292,886,533 292,886,533
Premi Pemel - - -
Tunjangan PPh Pasal 21 - - 40,525,896
Premi Prestasi B - -
LBR. Dinas 33,577,626 33,577,626 33,577,626
Gaji Bruto 1,850,797,995 1,850,797,995 1,891,323,891
Pengurang _

Jamsostek B. Perusahaan 40,308,449 40,308,449 40,308,449
Jamsostek B. Karyawan 17,757,053 17,757,053 17,757,053
Pensiun B. Karyawan 16,391,885 16,391,885 16,391,885
Panjar Gaji 63,500,000 63,500,000 63,500,000
Potongan Mangkir 61,750 61,750 61,750
Rekening 144 33,332,304 33,332,304 33,332,304
Rekening 151 9,525,000 9,525,000 9,525,000
PPh Pasal 21 36,841,723 - 40,525,896
Jumlah Pengurang 217,718,164 180,876,441 221,402,337
Total THP 1,633,079,831 1,669,921,554 1,669,921,554

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2013

Tabel 4.9

karyawan

METODE GROSS METODE NET [METODE GROSS UP
KETERANGAN
Alt. | Alt. 11 Alt. 11l

Gaji Pokok 741,346,127 741,346,127 741,346,127
Tunjangan Tetap 247,115,365 247,115,365 247,115,365
Komp. RALB 39,609,066 39,609,066 39,609,066
Komp. Transportasi 111,201,926 111,201,926 111,201,926
Komp. Pemondokan 60,375,000 60,375,000 60,375,000
Komp. Sepeda Motor 4,748,192 4,748,192 4,748,192
Santunan Mandor - - -
Jamsostek B. Perusahaan 44,876,135 44,876,135 44,876,135
Beras - = -
Pendapatan Lain-lain 3,376,465 3,376,465 3,376,465
Premi Panen 315,798,584 315,798,584 315,798,584
Premi Pengolahan 324,329,195 324,329,195 324,329,195
Premi Pemel - - -
Tunjangan PPh Pasal 21 - - 23,344,863
Premi Prestasi - - -
LBR. Dinas 41,373,773 41,373,773 41,373,773
Gaji Bruto 1,934,149,828 1,934,149,828 1,957,494,691
Pengurang
Jamsostek B. Perusahaan 44,876,135 44,876,135 44,876,135
Jamsostek B. Karyawan 19,769,248 19,769,248 19,769,248
Pensiun B. Karyawan 19,073,840 19,073,840 19,073,840
Panjar Gaji 61,800,000 61,800,000 61,800,000
Potongan Mangkir - - -
Rekening 144 33,768,298 33,768,298 33,768,298
Rekening 151 9,270,000 9,270,000 9,270,000
Jumlah Pengurang 188,557,521 188,557,521 188,557,521
Gaji Netto 1,745,592,307 1,745,592,307 1,768,937,170
PPh Pasal 21 21,222,603 21,222,603 23,344,863
Tunjangan Pajak - - 23,344,863
PPh Pasal 21 yang harus

disetor/dipotong dari 21,222,603 21,222,603 -

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Selanjutnya pada tabel berikut, kita akan mendapat gambaran alternatif

yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan bagi karyawan dalam pemilihan

dari ketiga alternatif kebijakan di bawah ini.

Tabel 4.10
Take Home Pay (THP)
METODE GROSS METODE NET lMET('.ZODE GROSS UP
KETERANGAN
Alt. | Alt. 11 Alt. Il

Gaji Pokok 741,346,127 741,346,127 741,346,127
Tunjangan Tetap 247,115,365 247,115,365 247,115,365
Komp. RALB 39,609,066 39,609,066 39,609,066
Komp. Transportasi 111,201,926 111,201,926 111,201,926
Komp. Pemondokan 60,375,000 60,375,000 60,375,000
Komp. Sepeda Motor 4,748,192 4,748,192 4,748,192
Santunan Mandor - - -
Jamsostek B. Perusahaan 44,876,135 44,876,135 44,876,135
Beras - - -
Pendapatan Lain-lain 3,376,465 3,376,465 3,376,465
Premi Panen 315,798,584 315,798,584 315,798,584
Premi Pengolahan 324,329,195 324,329,195 324,329,195
Premi Pemel - B -
Tunjangan PPh Pasal 21 - - 23,344,863
Premi Prestasi - - -
LBR. Dinas 41,373,773 41,373,773 41,373,773
Gaji Bruto 1,934,149,828 1,934,149,828 1,957,494,691
Pengurang

Jamsostek B. Perusahaan 44,876,135 44,876,135 44,876,135
Jamsostek B. Karyawan 19,769,248 19,769,248 19,769,248
Pensiun B. Karyawan 19,073,840 19,073,840 19,073,840
Panjar Gaji 61,800,000 61,800,000 61,800,000
Potongan Mangkir - - -
Rekening 144 33,768,298 33,768,298 33,768,298
Rekening 151 9,270,000 9,270,000 9,270,000
PPh Pasal 21 21,222,603 - 23,344,863
Jumlah Pengurang 209,780,124 188,557,521 211,902,384
Total THP 1,724,369,704 1,745,592,307 1,745,592,307

(Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Berdasarkan analisis di atas, dapat kita catatkan beberapa poin sebagai berikut :

a. Take Home Pay (THP)
Secara total, alternatif I1I yakni metode Gross Up memberikan penerimaan
penghasilan yang lebih besar bagi karyawan, karena rake home pay dari
penghasilannya adalah yang paling besar dibandingkan dengan alternatif
lainnya. Meskipun alternatif Il memberikan hasil THP yang sama dengan
alternatif III, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus mengeluarkan
dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban
pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif III adalah yang
terbaik dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan (Gross Method)

e Dengan metode Gross, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan
karyawan atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp. 36.841.723 pada
tahun 2012 danRp. 21.222.603 pada tahun 2013. Bila jumlah PPh Pasal
21 ini di Gross Up, maka hasilnya adalah Rp. 40.525.896 pada tahun
2012 dan Rp. 23.344.863 pada tahun 2013.

e Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotongkan dari
gaji bulanannya. Dari sisi karyawan, beban PPh Pasal 21 tersebut akan
mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi
perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang terutang.
Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan

PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.
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c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (Net Method)

Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh
perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi karyawan,
gaji yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal
21 karena perusahaanlah yang menanggung beban PPh Pasal 21.
Karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak
dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh Pasal 21, sehingga tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya, dan
perusahaan sebagai pemotong atau‘ pemungut paja wajib membayar dan

melaporkan ke kantor pajak.

d. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (Gross Up Method)

Dengan metode Gross Up ini, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dua
tahap. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan
atau pemberi kerja adalah sebesar Rp. 40.525.896 pada tahun 2012 dan
Rp. 23.344.863 pada tahun 2013 dan jumlah ini semuanya bisa
dibiayakan, sedangkan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas
Negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Jika
besarnya PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka dengan
metode ini jumlah tunjangan tersebut bagi karyawan sesungguhnya
tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (take
home pay), tetapi untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang di-Gross Up
penghasilan karyawan akan lebih besar sebesar PPh Pasal 21 yang

ditambahkan. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya
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PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada
penghasilan karyawan.

e Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menetapkan metode Gross
Up pada PPh Pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan atau
pemberi kerja karena biaya fiscal yang besar tersebut tampak seperti
pemborosan. Namun perlu diperhatikan bahwa akibat biaya fiscal yang
lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan
menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang akan
menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari
PPh Pasal 21 tersebut tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena
beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh
Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga
tercipta suatu penghematan pajak. Strategi pajak seperti ini akan
menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktifitasnya karena

pendapatan yang diperolehnya (take home pay) lebih besar.

Implikasi dari kebijakan perusahaan atas penerapan dari masing-masing
metode penghitungan PPh Pasal 21 (Net Method, Gross Method, Gross Up
Method) terhadap Neraca Percobaan secara komparatif dapat digambarkan

sebagai berikut :
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Reknum Rekening Keuangan2012 Metode Gross

Tabel 4.11

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) ] NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman rldaril
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx |Kas Operasional 129,700 - 2,121,308,372 2,121,401,722 36,350 =
XXxxxxxx |Bank 1,049,965,481 -| 16,376,881,676 | 16,595,034,829 831,812,328 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary. 3,777,736 - 102,772,536 101,264,145 5,286,127 -
xxxxxxxx |{Asuransi dan Beban Dibayar dimuka 367,695,928 - 51,873,225 376,969,352 42,599,801 -
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan Premi Jamsostek Kary. - 45,501,760 216,383,960 225,590,780 - 54,708,580
xxxxxxxx |Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial - 2,810,741,634 3,078,255,127 2,463,687,500 - 2,196,174,007
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,775,065,725 13,892,378,986 14,809,922,764 - 2,692,609,503
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan lil dan IV - 10,282,171 10,282,171 14,474,253 - 14,474,253
xxxxxxxx |Tun). Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il - - - - = =
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il (beban perus) - - - - - -
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il (beban kary.) E 39,206,754 36,841,723 111,457,331 - 113,822,362
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Honor - 121,875 121,875 121,875 - 121,875
xxxxxxxx |PPh Ps| 21 PKWT - 922,379 922,379 1,512,721 - 1,512,721
Xxxxxxxx |PPh Ps| 23 - 7,542,239 16,209,298 17,373,005 - 8,705,946
xxxxxxxx |PPN Masukan yangtidak Dapat Dikreditkan - - 625,048,090 625,048,090 - -
xxxxxxxx |PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan - - 149,110,881 149,110,881 - -
xxxxxxxx |luran Karyawan - - 36,338,350 36,338,350 - =
xxxxxxxx |Rekening Koran Ophir - 4,840,083,064 5,952,304,139 1,112,221,075 - -
Xxxxxxxx |Pembelian Tunai - - 49,956,900 49,956,900 - -
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - - 18,433,969,945 18,433,969,945 - -
TOTAL 1,421,568,845 |  9,529,467,601 | 61,150,959,631 | 57,245,455,516 875,945,166 | 5,078,339,807

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Reknum Rekening Keuangan 2012 Metode Net

Tabel 4.12

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERQ) I NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1ldaril
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx |Kas Operasional 129,700 - 2,121,308,372 2,121,401,722 36,350 -
XxXxxxxx |Bank 1,049,965,481 -| 16,376,881,676 | 16,595,034,829 831,812,328 =
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary. 3,777,736 - 102,772,536 101,264,145 5,286,127 -
xxxxxxxx |Asuransidan Beban Dibayar dimuka 367,695,928 - 51,873,225 376,969,352 42,599,801 -
xxoxxxxx |Koperasi Karyawan dan PremiJamsostek Kary. - 45,501,760 216,383,960 225,590,780 - 54,708,580
xxxxxxxx |Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial - 2,810,741,634 3,078,255,127 2,463,687,500 - 2,196,174,007
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,775,065,725 13,892,378,986 14,809,922,764 - 2,692,609,503
xxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan lll dan IV B 10,282,171 10,282,171 14,474,253 - 14,474,253
xxxxxxxx |Tunj. Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan I - - - - - -
xxx0xx | PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan 1l (beban perus) - 39,206,754 36,841,723 111,457,331 - 113,822,362
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il (beban kary.) - - - - - ®
xxxxxxxx |PPhPsl 21 Honor - 121,875 121,875 121,875 - 121,875
XXxxxxxx |PPhPsl 21 PKWT - 922,379 922,379 1,512,721 - 1,512,721
xxxxxxxx |PPh Ps| 23 - 7,542,239 16,209,298 17,373,005 - 8,705,946
xxxxxxxx |PPN Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan - - 625,048,090 625,048,090 - -
xxxxxxxx {PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan - - 149,110,881 149,110,881 - -
x00oxx | luran Karyawan - - 36,338,350 36,338,350 - -
xxxxxxxx |Rekening Koran Ophir - 4,840,083,064 5,952,304,139 1,112,221,075 = -
xxxxxxxx [Pembelian Tunal - - 49,956,900 49,956,900 - -
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - -| 18,433,969,945 18,433,969,945 - =
TOTAL 1,421,568,845 9,529,467,601 | 61,150,959,631 | 57,245,455,516 875,945,166 5,078,339,807

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Tabel 4.13

Reknum Rekening Keuangan 2012 Metode Gross Up

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) [ NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012

OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1ldaril

REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT " KREDIT DEBIT KREDIT

xxxxxxxx |Kas Operasional 129,700 - 2,121,308,372 2,121,401,722 36,350 -
xxXxxxxxx | Bank 1,049,965,481 -| 16,376,881,676 | 16,595,034,829 831,812,328 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary. 3,777,736 - 102,772,536 101,264,145 5,286,127 -
xxxxxxxx |Asuransidan Beban Dibayardimuka 367,695,928 - 51,873,225 376,969,352 42,599,801 -
xxxxxxxx |Koperasl Karyawan dan PremiJamsostek Kary. - 45,501,760 216,383,960 225,590,780 - 54,708,580
xxxxxxxx |Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial - 2,810,741,634 3,078,255,127 2,463,687,500 - 2,196,174,007
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,775,065,725 13,892,378,986 14,809,922,764 - 2,692,609,503
xxxxxxxx_|PPh Psl 21 Karyawan Golongan Ill dan IV - 10,282,171 10,282,171 14,474,253 - 14,474,253
xxxxxxxx |Tun]. Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il - 39,206,754 40,525,896 115,141,504 - 113,822,362
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il (beban perus) - - - - - &
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il (beban kary.) - - - - - =
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Honor - 121,875 121,875 121,875 - 121,875
xxxxxxxx |PPh Psl 21 PKWT - 922,379 922,379 1,512,721 - 1,512,721
xXxxxxxx |PPh Psl 23 - 7,542,239 16,209,298 17,373,005 - 8,705,946
xxxxxxxx | PPN Masukan yangtidak Dapat Dikreditkan B - 625,048,090 625,048,090 - -
xxxxxxxx |PPN Masukanyang Dapat Dikreditkan - - 149,110,881 149,110,881 - -
xxxxxxxx |luran Karyawan - - 36,338,350 36,338,350 - -
xxxxxxxx |Rekening Koran Ophir - 4,840,083,064 5,952,304,139 1,112,221,075 - -
xxxxxxxx |Pembelian Tunai - - 49,956,900 49,956,900 - -
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - -| 18,433,969,945 18,433,969,945

TOTAL 1,421,568,845 9,529,467,601 | 61,154,643,801 | 57,249,139,686 879,629,336 5,082,023,977

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Tabel 4.14

Reknum Rekening Keuangan 2013 Metode Gross

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)I NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman t1ldaril
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx |Kas Operasional 432,000 - 2,387,143,590 2,387,452,740 122,850 -
XXxXxxxxx |Bank 383,858,835 - | 21,800,853,544 | 22,049,407,645 135,304,734 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary. 8,096,673 - 100,615,363 100,778,333 7,933,703 -
xxxxxxxx |Asuransi dan Beban Dibayar dimuka 404,219,663 - 14,244,500 369,987,117 48,477,046 -
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan PremiJamsostek Kary. - 474,311,043 719,932,500 672,770,874 3 427,149,420
xxxxxxxx__|Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Soslial - 1,978,660,755 1,978,660,755 2,021,211,531 - 2,021,211,531
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,364,491,160 18,841,771,328 20,138,563,044 - 3,156,305,065
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan lll dan IV - 6,508,185 19,915,190 511,254,507 - 2,825,313
xxxxxxxx |Tunj.Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan Il - - - - - -
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Gol. | dan Il (beban perus) - - B - - -
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Gol | dan Ii (beban kary.) - 24,686,085 21,222,603 62,167,502 - 65,630,984
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Honor - 121,875 121,875 226,058 - 226,058
xxxxxxxx |PPh Psl 21 PKWT - 2,356,994 2,356,994 3,115,958 - 3,115,958
xxxxxxxx [PPh Psl 23 - 7,456,429 47,028,564 49,667,756 - 10,095,621
xxxxxxxx |PPN Masukan yangtidak Dapat Dikreditkan - - 303,238,769 303,238,769 - -
xxxxxxxx |PPN Masukan yangDapat Dikreditkan - - 102,529,872 102,529,872 - -
xxxxxxxx [luran Karyawan - - 44,895,970 44,895,970 - -
xxxxxxxx  |Rekening Koran Ophir - 453,063,105 695,721,745 242,658,640 -
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - -| 24,126,796,700 | 24,126,796,700 - -
TOTAL 796,607,171 4,311,655,631 | 71,207,049,862 | 73,186,723,016 135,107,736 5,629,829,350

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Reknum Rekening Keuangan 2013 Metode Net

Tabel 4.15

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)] NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :ldaril
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx |Kas Operasional 432,000 - 2,387,143,590 2,387,452,740 122,850 -
Xxxxxxxx |Bank 383,858,835 -| 21,800,853,544 | 22,049,407,645 135,304,734 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary. 8,096,673 100,615,363 100,778,333 7,933,703 -
xxxxxxxx |Asuransidan Beban Dibayar dimuka 404,219,663 - 14,244,500 369,987,117 48,477,046 -
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan PremiJamsostek Kary. - 474,311,043 719,932,500 672,770,874 3 427,149,420
xxxxxxxx |Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial - 1,978,660,755 1,978,660,755 2,021,211,531 - 2,021,211,531
xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,364,491,160 18,841,771,328 20,138,563,044 - 3,156,305,065
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan Il dan IV - 6,508,185 19,915,190 511,254,507 - 2,825,313
xxxxxxxx | Tunj.Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan 11} - - - - - -
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Gol. | dan Il (beban perus) B 24,686,085 21,222,603 62,167,502 - 65,630,984
x00oxx | PPh Psl 21 Karyawan Gol | dan Il (beban kary.) - - - - - -
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Honor - 121,875 121,875 226,058 - 226,058
xxxxxxxx |PPh Psl 21 PKWT - 2,356,994 2,356,994 3,115,958 - 3,115,958
Xxxxxxxx |PPh Ps|23 - 7,456,429 47,028,564 49,667,756 - 10,095,621
xxxxxxxx |PPN Masukanyangtidak Dapat Dikreditkan - - 303,238,769 303,238,769 - -
xxxxxxxx |PPN MasukanyangDapat Dikreditkan - - 102,529,872 102,529,872 - -
xxxxxxxx |luran Karyawan - - 44,895,970 44,895,970 - -
xxxxxxxx |Rekening Koran Ophir - 453,063,105 695,721,745 242,658,640 - -
xxxxxxxx |Kontrol Mutasi Kas dan Bank - - 24,126,796,700 24,126,796,700 - -
TOTAL 796,607,171 4,311,655,631 | 71,207,049,862 | 73,186,723,016 135,107,736 5,629,829,350

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Tabel 4.16

Reknum Rekening Keuangan 2013 Metode Gross Up

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSEROQ) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1ldaril
REKNU URAIAN SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
xxxxxxxx |Kas Operasional 432,000 - 2,387,143,590 2,387,452,740 122,850 -
XXXXXxxx |Bank 383,858,835 -| 21,800,853,544 | 22,049,407,645 135,304,734 -
xxxxxxxx |Pinjaman Karyawan dan Uang Muka Gaji Kary. 8,096,673 - 100,615,363 100,778,333 7,933,703 =
xxxxxxxx |Asuransldan Beban Dibayar dimuka 404,219,663 - 14,244,500 369,987,117 48,477,046 -
xxxxxxxx |Koperasi Karyawandan PremiJamsostek Kary. - 474,311,043 719,932,500 672,770,874 3 427,149,420

MUARAAXX

Honor, Beban Tenaga Kerja dan Beban Sosial

1,978,660,755

1,978,660,755

2,021,211,531

2,021,211,531

3,156,305,065

xxxxxxxx |Koperasi Karyawan dan TBS - 1,364,491,160 18,841,771,328 20,138,563,044 -

xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Golongan Iil dan IV - 6,508,185 19,915,190 511,254,507 - 2,825,313
0000000X | Tunj.Pajak PPh Psl 21 Karyawan Golongan | dan 11 - 24,686,085 23,344,863 64,289,762 - 65,630,984
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Gol. | dan |l (beban perus) - - - - - =
xxxxxxxx |PPh Psl 21 Karyawan Gol | dan Il (beban kary.) - - - - - -
xxxxxxxx |PPhPsl 21 Honor - 121,875 121,875 226,058 - 226,058
xxxxxxxx |PPh Psl 21 PKWT - 2,356,994 2,356,994 3,115,958 . 3,115,958
xxxxxxxx |PPhPsl23 - 7,456,429 47,028,564 49,667,756 - 10,095,621
xxxxxxxx |PPNMasukanyangtidak Dapat Dikreditkan - - 303,238,769 303,238,769 - -
xxxxxxxx |PPNMasukanyangDapat Dikreditkan - - 102,529,872 102,529,872 - -
xxxxxxxx |luran Karyawan - - 44,895,970 44,895,970 - -
xxxxxxxx |Rekening Koran Ophir - 453,063,105 695,721,745 242,658,640 - -

XAXKNKKX

Kontrol Mutasi Kas dan Bank

24,126,796,700

24,126,796,700

TOTAL

796,607,171

4,311,655,631

71,209,172,122

73,188,845,276

137,229,996

5,631,951,610

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Tabel 4.17
Neraca Percobaan 2012 Metode Gros

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1dari 1
REKNU REKNUM SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
KKXXXXXX | Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas 174,765,301,885 | 410,064,743,669 | 15,243,033,076 | 36,204,885,977 | 189,375,523,707 | 445,630,818,392
XXXXXXXX |Rekening Keuangan 1421568,845 | 9,529,467,601 | 61,150959,631| 57245455516 875945166 | 5,078,339,807
YOOO0X0KK | Rekening Netral 62,527,811,679 | 61,569,005,113 | 14,398,965,686 | 15,357,772,252 | 59,838,986,829 | 59,838,986,329
Y000CC0XX | Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 3,37,031,375 377,074 | 2324184094 | 2421,250,771| 3,139,964,698 3,727,074
Y0000000t | Biaya Tidak Langsung 17620491813 | 296,517,567 | 1927,749,798| 684,526,852 | 18,909,397,879| 342,200,687
Y0000 {Biaya Langsung 239,147,760,709 | 16,567,083,624 | 18,661,086,166 | 1,780,509,331 | 257,628,467,724 | 18,167,213,804
Y000000 |Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg. LabaRug | 628,642,035 |  1,318,063,693 58,261,714 75839466 | 671,068,179 | 1,378,067,589
TOTAL TOTAL 499,348,508,341 | 499,348,608,341 | 113,770,240,165 | 113,770,240,165 | 530,439,354,182 | 530,439,354,182
((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
Tabel 4,18
Neraca Percobaan 2012 Metode Net
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1dari 1
REKNU REKNUM SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
YOUXKKKX [ Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas 174,765,301,885 | 410,064,743,669 | 15,249,033,076 | 36,204,885,977 | 189,375,523,707 | 445,630,818,392
YOOUXKKXX | Rekening Keuangan 142,568,845 | 9529,467,601 | 61,150959,631| 57,245455516| 875945166 | 5,078,339,807
JOO00000K | Rekening Netral 62,527,811,679 | 61,569,005,113 | 14,398,965,686 | 15357,772,252 | 59,838,986,820 | 59,838,986,820
Y0000 | Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 337,031,375 3,727,074 | 2,324,184,094 | 2421,250,771| 3,139,964,638 3,127,014
Y0000 | Biaya Tidak Langsung 17620491813 | 296,517,567 | 1527749798 | 684,526,852 | 18,909,397,879| 342,200,687
YOO00U0KX | Biaya Langsung 239,147,760,709 | 16,567,083,624 | 18,661,086,166 | 1,780,509,331 | 257,628,467,724 | 18,167,213 304
Y0000 |Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg. LabaRugi | 628,642,035 |  1,318,063,693 58,261,714 75,839,466 | 671,068,179 | 1,378,067,589
TOTAL TOTAL 499,348,608,341 | 499,348,608,341 | 113,770,240,165 | 113,770,240,165 | 530,439,354,182 | 530,439,354,182
((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
Tabel 4.19
Neraca Percobaan 2012 Metode Gross Up
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSEROQ) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2012
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODIT! KELAPA SAWIT Halaman :1dari 1
REKNU REKNUM SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
XXXXXXXX | Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas 174,765,301,885 | 410,064,743,669 | 15,249,033,076 | 36,204,885,977 | 189,375,523,707 | 445,630,818,392
YHOXX00X | Rekening Keuangan 1421568845 | 9,529,467,601 | 61,154643,801| 57,240,139,686 | 879,529,336 | 5,082,023977
SOO00X |Rekening Netral 62,527,811,679 | 61,569,005,113 | 14,398,965,686 | 15,357,772,252 | 59,838,986,829 | 59,838,986,829
J0000000K Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 3,237,031,375 372,004 |  2,324,184,094 | 2,421,250,771 3,139,964,698 3,727,074
XOO0000X |Biaya Tidak Langsung 17620491813 | 296517567 1527749798 | 684,526,852 | 18909397879 | 342,200,687
Y00000XX [ Biaya Langsung 239,147,760,709 | 16,567,083,624 | 18,661,086,166 | 1,780,509,331 | 257,628,467,724 | 18,167,213 804
YOOXXXXK | Pendapatan Lain’, Biaya Lain, Rekg. Laba Rugi| 628,642,035 |  1,318,063,693 58,261,714 75839466 | 671,068,179 | 1,378,067,589
TOTAL TOTAL 499,348,608,341 | 499,348,608,341 | 113,773,924,335 | 113,773,924,335 | 530,443,038,352 | 530,443,038,352

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Tabel 4.20

Neraca Percobaan 2013 Metode Gross

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman t1dari 1
REKNU SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M RS DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
XKXIOXXX | Aset, Rekening Koran, dan Bkuitas 210,464,346,218 | 441,851,126,818 |  6,563,086,060 | 28,179,626,195 | 214,887,761,525 | 467,891,082,260
YHUOXKX | Rekening Keuangan 796,607,171 | 4,311,655,631 | 71,207,09,862 | 73,186,723016| 135,107,736 | 5,629,829,350
XXXXOUO | Rekening Netral 62,102,676,521 | 61,965,246,761 | 14,291,415957 | 14,428,845717 | 58,511,946,945 | . 58,511,946,945
[XX0000XKX | Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 2,406,795,790 3,727,074 | 632,282,111 1405403433 | 1,633,674,468 3,727,074
XX000(KX | Biaya Tidak Langsung 21,786336,862 | 11974296208 | 2,165319,726 | 1,025,134,666 | 23,903,452,156 | 12,951,226,442
XX00OXXX |Biaya Langsung 238,170427,09 | 14,824,448,116 | 24324070676 | 1,097,261,276 | 262,494,497,772 | 15,921,709,39
XO000KX |Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg. LabaRugi|  784767,613 | 1581456663 185,822,195 46,052,284 | 970,589,808 | 1,627,508,947
TOTAL TOTAL 536,511,957,271 | 536,511,957,271 | 119,369,046,587 | 119,369,046,587 | 562,537,030,410 | 562,537,030,410
((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
Tabel 4.21
Neraca Percobaan 2013 Metode Net
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODITI KELAPA SAWIT Halaman :1daril
REKNU REKNUM SALDO AWAL BULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
XXXXXXXX | Aset, Rekening Koran, dan Buitas 210,464,346,218 | 441,851,126,818 |  6,563,086,060 | 28,179,626,195 | 214,887,761,525 | 467,891,082,260
YOOOXKXX [Rekening Keuangan 796,507,171 | 4,311,655631| 71,200,049862 | 73,186,723,016| 135,107,736 | 5,629,829,350
YODOOKX | Rekening Netral 62,102,676,521 | 61,965,246,761 | 14,291,415957 | 14,828,845717| 58,511,946,945 | 58,511,946,945
XXOOXXXX | Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 2,406,795,790 3,701,074 | 632,282,111 1405403433 | 1,633,674,468 3,727,074
Y0000 | Biaya Tidak Langsung 21,786,336,362 | 11,974,296,208 | 2,165319,726 | 1,025,134,666 | 23,903,452,156 | 12,951,226,442
YOOOUKXX | Biaya Langsung 238,170,427,09 | 14,824,448,116 | 24324070676 | 1,097,261,276 | 262,494,497,772 | 15,921,709,392
YOOODOX |Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg LabaRugi| 784,767,613 | 1581456663 | 185,822,195 46,052,284 |  970589,808 | 1,627,508,947
TOTAL TOTAL 536,511,957,271 | 536,511,957,271 | 119,363,046,587 | 119,369,046,587 | 562,537,030,410 | 562,537,030,410
((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
Tabel 4.22
Neraca Percobaan 2013 Metode GrossUp
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO) NERACA PERCOBAAN (PB-71) Bulan Desember 2013
OPHIR [JUMLAH RUBRIK KOMODIT! KELAPA SAWIT Halaman :1dari1
REKNU REKNUM SALDO AWALBULAN MUTASI BULAN INI SALDO AKHIR BULAN
M DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT DEBIT KREDIT
XKXXXXXX |Aset, Rekening Koran, dan Ekuitas 210,464,346,218 | 441,851,126,818 |  6,563,086,060 | 28,179,626,195 | 214,887,761,525 | 467,891,082,260
XXXX0OXX |Rekening Keuangan 796,607,171 [ 4,311,655631 | 71,209172,022 | 73,188,845276 | 137,229,996 | 5631,951,610
10000000 {Rekening Netral 62,102,676,521 | 61,965,245,761 | 14,291,415957 | 14,428,845717 | 58,511,946,945 | 58,511,946,945
YHXK000X [ Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap 2,406,795,790 371,074 | 632282111 | 1405403433 | 1,633,674,458 3,727,074
{X000000XX |Biaya Tidak Langsung 21,786,336,862 | 11,974,296,208 | 2,165319,726 | 1,025,134,666 | 23,903,452,156 | 12,951,226,442
X0000KXX [ Biaya Langsung 238,170427,096 | 14,824,448,116 | 24,324,070,676 | 1,097,261,276 | 262,494,497,772 | 15,921,709,392
0000000k [Pendapatan Lain’, Biaya Lain’, Rekg. LabaRugi|  784767,613 | 1581456663 | 185,822,195 45,052,284 | 970,589,808 | 1,627,508,947
TOTAL TOTAL 536,511,957,271 | 536,511,957,271 | 119,371,168 847 | 119,371,168,847 | 562,539,152,670 | 562,539,152,670

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Dari laporan laba rugi komprehensif tersebut, selanjutnya kita buat
perbandingan antara totalitas beban pajak perusahaan dari PPh Pasal 21 dan PPh
Badan setelah perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir untuk menganalisis seberapa besar dampak perencanaan pajak PPh

Pasal 21 tersebut pada pencapaian efisiensi pajak atau keuntungan perusahaan.

Untuk menghitung besarnya total pajak, diperlukan data tentang besarnya
PPh Badan. Dalam penelitian ini, penulis tidak mendapatkan data tentang
besarnya PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir,
karena PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir
bersifat final dan telah disetor ke kas Negara oleh kantor pusat PT. Perkebunan
Nusantara VI (Persero) yang berkedudukan di Jambi. Selain itu, dasar pengenaan
PPh Badan adalah besarnya laba perusahaan. PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir merupakan perusahaan yang berorientasi pada padat
karya sehingga tidak ada laporan laba rugi. Namun, untuk mendapatkan gambaran
tentang totalitas beban pajak, penulis menggunakan asumsi bahwa peredaran
bruto PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir sebesar Rp.
1.300.182.370. Peredaran bruto tersebut dikalikan sebesar tarif umum untuk
menghitung besarnya PPh Badan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir, yaitu 12,5 % x DPP, sebab peredaran bruto PT. Perkebunan

Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir di bawah Rp. 4,8 Miliar.
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PPh Badan tahun 2012 dan 2013 =12,5% x DPP

= 12,5% x Rp. 1.300.182.370
= Rp. 162.522.796

Perlu diperhatikan bahwa Tax Planning mengakibatkan biaya fiskal
menjadi lebih besar dan akan berdampak pada laba sebelum pajaknya yang akan
menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan yang terutang akan menjadi lebih

kecil. Oleh karena itu, kita perlu menghitung besarnya persentase penurunan PPh

Badan akibat penerapan Tax Planning.

Rumus untuk menghitung besarnya persentase penurunan PPh Badan

akibat penerapan Tax Planning adalah :

P1-PO
~porpr ¥ 0%
Dimana : T = Besarnya persentase penurunan
Po = Besarnya pajak sebelum Tax Planning
P = Besarnya pajak setelah Tax Planning

Besarnya persentase penurunan PPh Badan tahun 2012 adalah ;

" PO+P1

x 100%

~ 40.525.896—-36.841.723
36.841.723+40.525.896

x 100%

T=476%
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sehingga besarnya PPh Badan setelah penerapan Tax Planning adalah :

PPh Badan 2012

=Rp. 162.522.796 — (Rp. 162.522.796 x 4,76 %)

=Rp. 162.522.796 — Rp. 7.736.086

= Rp. 154.786.710

Tabel 4.23
Perbandingan totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak tahun 2012
KETERANGAN METODE GROSS METODE NET IMETODE GROSS UP
Alt. | Alt. 11 Alt. 11l
PPh Ps| 21 Kary. Gol IB - 1| - - 40,525,896
PPh Badan 162,522,796 162,522,796 154,786,710
TORR FaRRk (S8R 162,522,796 162,522,796 195,312,606
perusahaan)
PPh Psl 21 Kary. Gol 1B -
1D (beban perusahaan, - 36,841,723 -
bukan tunjangan pajak)
PPh Psl 21 Kary. Gol IB -
11D (beban pegawai) #5085, 1ab i )
PPh Psl 21 Kary. Gol Il
dan IV 10,282,171 10,282,171 10,282,171
PPh Psl 21 Honor 121,875 121,875 121,875
PPh Psl 21 PKWT 922,379 922,379 922,379
PPh Ps| 23 16,209,298 16,209,298 16,209,298
Total Pajak 226,900,242 226,900,242 222,848,329
Saldo Akhir Bul
e 530,212,453,940 | 530,212,453,940 | 530,220,190,023
Sebelum Pajak
Saldo Akhir Bulan
Setelah Pajak 530,439,354,182 | 530,439,354,182 | 530,443,038,352

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))

Besarnya persentase penurunan PPh Badan tahun 2013 adalah :

P1-PO
PO+P1

x 100%
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23.344.863-21.222.603

 21.222.603+23.344.863

T=4,76%

x 100%

sehingga besarnya PPh Badan setelah penerapan Tax Planning adalah :

PPh Badan 2013

= Rp. 162.522.796 — (Rp. 162.522.796 x 4,76 %)

=Rp. 162.522.796 — Rp. 7.736.086

=Rp. 154.786.710

Tabel 4.24

Perbandingan totalitas beban pajak setelah perencanaan pajak tahun 2012

Setelah Pajak

KETERANGAN METODE GROSS METODE NET |METODE GROSS UP
Alt. | Alt. 1l Alt. 11
PPh Psl 21 Kary. Gol IB - 1| - - 23,344,863
PPh Badan 162,522,796 162,522,796 154,786,710
Tota Palax (mben 162,522,796 162,522,796 178,131,573
perusahaan)

PPh Psl 21 Kary. Gol IB -
11D (beban perusahaan, - 21,222,603 -

bukan tunjangan pajak)

PPh Psl 21 Kary. Gol IB -
11D (beban pegawai) =528 i i

PPh Psl 21 Kary. Gol 1lI
dan IV 19,915,190 19,915,190 19,915,190
PPh Psl 21 Honor 121,875 121,875 121,875
PPh Psl 21 PKWT 2,356,994 2,356,994 2,356,994
PPh Ps| 23 47,028,564 47,028,564 47,028,564
Total Pajak 253,168,022 253,168,022 247,554,196
Saldo Akhir Bul
e 562,283,862,388 | 562,283,862,388 | 562,291,598,474
Sebelum Pajak
Saldo Akhir Bulan

562,537,030,410 | 562,537,030,410 | 562,539,152,670

((Sumber : Data yang diolah penulis (2014))
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Pembahasan :

Secara total, bila diperhitungkan beban karyawan dari PPh Pasal 21 ini,
maka alternatif 11l yakni metode Gross Up memberikan efisiensi pajak yang lebih
besar bagi keduanya (pemberi kerja dan karyawan), karena total pajak pada tahun
2012 untuk metode Gross Up adalah Rp. 222.848.329, sedangkan metode Gross
dan metode Net memiliki total pajak sebesar Rp. 226.900.242. Pada tahun 2013,
total pajak metode Gross Up adalah Rp. 247.554.196, sedangkan metode Gross
dan metode Ner memiliki total pajak sebesar Rp. 253.168.022. Bila
diperhitungkan beban PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan karyawan (metode
Gross) dan beban non-deductible perusahaan (metode Ner), maka metode Gross
Up jumlah pada Neraca Percobaan memiliki selisih nilai sebesar Rp. 3.684.200

pada tahun 2012 Rp. 2.122.300 pada tahun 2013.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek
pajak dalam negeri, adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorium,
tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Menyusun perencanaan pajak sesuai dengan kondisi perusahaan dimulai
dengan strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak). Selain itu
apayang dilakukan perusahaan harus bersifat legal (fax avoidance) supaya

terhindar dari sanksi pajak dikemudian hari. Agar perencanaan pajak sesuai
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dengan yang diharapkan, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap metode-
metode dan kebijakan-kebijakan yang akan digunakan, serta membuat strategi
agar efisiensi beban pajak dapat tercapai.

Misalnya :

e Memberi tunjangan dalam bentuk uang atau natura atau kenikmatan,
karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan
dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian
tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenai Pajak
Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang menerimanya. Pemberian
tunjangan semacam ini, selain akan memberi kepuasan dan meningkatkan
motivasi kerja karyawan juga akan meningkatkan produktivitas mereka.

e Perusahaan memberi tunjangan kesejahteraan kepada karyawan dalam
bentuk fasilitas pengobatan. Apabila pemberian tunjangan kesehatan
kepada karyawan diberikan dalam bentuk uang, maka dari pihak
perusahaan tunjangan itu dapat diakui sebagai biaya, dan sebagai
penghasilan bagi karyawan sehingga dikenai PPh Pasal 21.

® Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan
dengan cara memahami seluruh peraturan, menghitung pajak dengan tepat
dan benar, membayar pajak serta melaporkan SPT masa dan tahunan tepat

waktu.

Ketiga metode, yakni metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up
dapat diaplikasikan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan
Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir. Dalam pemilihan metode yang baik

untuk diterapkan dalam kebijakan perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21
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tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Dalam penulisan ini, PT. Perkebunan
Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir lebih baik menggunakan metode Gross
Up dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebab dengan menerapkan metode Gross Up,
PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir memiliki saldo akhir
bulan sebesar Rp. 530.443.038.352 pada tahun 2012 dan Rp. 562.539.152.670
pada tahun 2013. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan
metode Net dan metode Gross yang hanya Rp.530.439.354.182 pada tahun 2012
dan Rp. 562.537.030.410 pada tahun 2013. Selain_itu, PT. Perkebunan Nusantara
VI (Persero) Unit Usaha Ophir memiliki lebih kurang 630 orang karyawan dimana
dengan jumlah karyawan sebanyak itu penggunaan metode Gross Up sangat
efektif karena pada dasarnya penggunanaan metode Gross Up adalah untuk
memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan. Dengan menggunakan metode
ini, karyawan akan merasa puas karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh
perusahaan. Dengan demikian karyawan merasa diperhatikan. Meningkatnya

motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas mereka.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir merupakan
perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final, sebab PPh badan
PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir ditanggung oleh PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) pusat yang terletak di kota Jambi. Zain (2010)
menyebutkan bahwa untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak
bersifat final, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura atau
kenikmatan merupakan salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif

maksimum PPh Pasal 21. Pilihan pemberian dalam bentuk kenikmatan atau natura
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atau dalam bentuk tunjangan tidak mempengaruhi PPh badan karena pendapatan

perusahaan sudah dikenai PPh final.

Penerapan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 dapax
diterapkan di PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir dan tidak
memiliki kelemahan jika diaplikasikan di dalam perusahaan, namun penerapan

metode ini terkendala oleh kebijakan perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir merupakan
salah satu dari tiga belas unit usaha yang ada di bawah pengelolaan manajemen
PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero). PT. Perkebunan Nusantara VI (Peréero)
Unit Usaha Ophir yang bergerak dalam bidang perkebunan dan pengolahan
Kelapa Sawit sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),dimana
dalam perusahaan perkebunan ini telah mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) yang telah disepakati oleh semua pihak dalam perusahaan dan sudah
menjadi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam
Surat Intruksi Nomor SE : 06.07/ SE/ 09/ 2010. Dalam Surat Intruksi ini diatur
mengenai perhitungan gaji dan penggunaan metode dalam perhitungan PPh Pasal

21 yang harus diterapkan disetiap unit PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero).

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir sudah
menerapkan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21, namun metode
yang digunakan berbeda dengan metode Gross Up yang digunakan oleh umum,
sebab manajemen menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini

disebabkan karena komoditi yang diolah oleh setiap unit dan kondisi keuangan
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setiap unit yang berbeda yang berakibat pada perbedaan penyajian laporan

keuangan dan bentuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) memiliki dua strategi dalam

menjalankan kegiatan operasionalnya :
1. Strategi Korporasi

Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan internal
dibandingkan dengan peluang dan ancaman, maka strategi korporasi PT.
Perkebunan Nusantara VI (Persero) dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan
adalah diversifikasi konsentrik yang dapat ditempuh melalui usaha patungan
(joint-venture). Diversifikasi konsentrik dijalankan dengan menambah produk
baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini baik keterkaitan dalam
kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran
yang sama. Dalam kaitan tersebut perusahaan melakukan langkah-langkah

restrukturisasi yang meliputi :

a. Sistem pengendalian manajemen dengan menerapkan Strategic
Business Unit (SBU) dibeberapa unit atau kebun sebagai Pilor Project.

b. Konversi tanaman karet menjadi kelapa sawit.

c. Optimalisasi asset non produktif melalui divestasi dan atau
memanfaatkannya melalui aliansi Strategis.

d. Penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan.

111



2. Strategi Bisnis

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) menggunakan strategi bisnis Cost
Leadership, hal ini dilakukan mengingat bahwa salah satu ciri bisnis perkebunan
adalah harga jual ditentukan pasar, maka strategi yang ditempuh adalah
kepemimpinan biaya yang menyeluruh (cost leadership) yaitu, menciptakan harga
pokok serendah-rendahnya dan meminimalkan biaya-biaya dan beban-beban
operasional untuk memaksimalkan profit margin dengan tetap memperhatikan
tujuan jangka panjang perusahaan melalui penetapan Strategic Business Unit

(SBU) secara bertahap untuk seluruh unit atau kebun.

PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) didirikan dengan penyertaan
modal saham pemerintah di bawah Kementrian BUMN senilai Rp.
350.000.000.000,-. Pada saat ini, saham PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)

100% dimiliki oleh pemerintah.

Pada dasarnya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan
tidak berorientasi kepada laba. PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) sebagai
salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan lebih
berorientasi kepada padat karya, yaitu mengurangi angka pengangguran dan
pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, besar atau
kecilnya laba tidak akan berpengaruh kepada kesejahteraan pemegang saham,
sehingga penerapan metode Gross Up sangat efektif dan relevan dengan tujuan

pendirian perusahaan yaitu untuk menyejahterakan karyawan.
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BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tax planning dapat menekan beban perusahaan secara legal. Tax planning
juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan
dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Oleh
karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
penerapan tax planning PPh Pasal 21 terhadap penghematan pembayaran pajak
dan peningkatan laba pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha
Ophir Pasaman Barat terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan analisis pada pembahasan pada bab sebelumnya, dapat kita
catatkan beberapa poin sebagai berikut :

a. Take Home Pay (THP)

Secara total, metode Gross Up memberikan penerimaan penghasilan yang
lebih besar bagi karyawan, yakni sejumlah Rp. 1.669.921.554 pada tahun 2012
dan Rp. 1.745.592.307 pada tahun 2013. Metode Gross hanya memberikan
penerimaan penghasilan sebesar Rp. 1.633.079.831 pada tahun 2012 dan Rp.
1.724.369.704 pada tahun 2013, sedangkan metode Net memberikan penerimaan
penghasilan sejumlah Rp. 1.669.921.554 pada tahun 2012 dan Rp. 1.745.592.307
pada tahun 2013. Meskipun metode Net memberikan hasil THP yang sama
dengan alternatif III, dari sisi perusahaan pemberi kerja masih harus

mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi
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beban pemberi kerja. Jadi dari sisi pemberi kerja, alternatif I1I adalah yang terbaik

dari alternatif lainnya untuk kesejahteraan karyawannya.
b. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan (Gross Method)

Dengan metode Gross, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan
karyawan atau dipotong dari gaji bulanan sebesar Rp. 36.841.723 pada tahun 2012
dan Rp. 21.222.603 pada tahun 2013. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang
terutang, akan dipotongkan dari gaji bulanannya. Dari sisi karyawan, beban PPh
Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan.
Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Perusahaan
hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji

karyawan yang telah dipotong tersebut.
c. PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan (Net Method)

Dengan metode Ner, jumlah PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan
perusahaan sebesar Rp. 36.841.723 pada tahun 2012 dan Rp. 21.222.603 pada
tahun 2013. Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung
oleh perusahaan atau pemberi kerja yang bersangkutan. Dari sisi karyawan, gaji
yang diterima karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena
perusahaanlah yang menanggung beban PPh Pasal 21, karena jumlah PPh Pasal

21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan SPT PPh
Pasal 21.
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d. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan seluruhnya (Gross Up Method)

Dengan metode Gross Up ini, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dua
tahap. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau
pemberi kerja adalah sebesar Rp. 40.525.896 pada tahun 2012 dan Rp. 23.344.863
pada tahun 2013 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan, sedangkan jumlah PPh
Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas Negara adalah sama besarnya dengan
tunjangan pajak tersebut. Besarnya tunjangan pajak akan sama dengan besarnya
PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tidak berpengaruh pada penghasilan

karyawan.

Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menetapkan metode Gross Up
pada PPh Pasal 21 akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja
karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun perlu
diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada
laba sebelum pajaknya yang akan menjadi lebih kecil dan selanjutnya PPh Badan
yang terutang akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban
perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut tereliminasi dengan penurunan PPh Badan

karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan.

Ketiga metode, yakni metode Net, metode Gross, dan metode Gross Up
dapat diaplikasikan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan
Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Ophir karena PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan

sangat baik dan telah melakukan tata cara pembukuan yang sesuai dengan
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kebutuhan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penulisan ini, PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha
Ophir lebih baik menggunakan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal
21, sebab dengan menerapkan metode Gross Up, PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir memiliki total pajak pada tahun 2012 untuk metode
Gross Up adalah Rp. 222.848.329, sedangkan metode Gross dan metode Net
memiliki total pajak sebesar Rp. 226.900.242. Pada tahun 2013, total pajak
metode Gross Up adalah Rp. 247.554.196, sedangkan metode Gross dan metode
Net memiliki total pajak sebesar Rp. 253.168.022, serta saldo akhir bulan sebesar
Rp. 530.443.038.352 pada tahun 2012 dan Rp. 562.539.152.670 pada tahun 2013.
Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan penerapan metode Ner dan
metode Gross yang hanya Rp.530.439.354.182 pada tahun 2012 dan Rp.
562.537.030.410 pada tahun 2013. Jumlah saldo akhir metode Gross Up jika
dibandingkan dengan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh
perusahaan pada saat ini tidak jauh berbeda, yakni sebesar Rp. 530.443.143.622

pada tahun 2012 dan Rp. 562.593.761.010 pada tahun 2013.
82 Saran

Pada penulisan ini, penulis tidak dapat memberikan saran terkait
perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit
Usaha Ophir, sebab perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero) Unit Usaha Ophir telah mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang telah disepakati oleh semua pihak dalam perusahaan dan sudah menjadi

116




keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Surat
Intruksi Nomor SE : 06.07/ SE/ 09/ 2010 dimana pada Surat Intruksi ini diatur
mengenai perhitungan gaji dan premi serta penggunaan metode dalam perhitungan
PPh Pasal 21 yang harus diterapkan disetiap unit PT. Perkebunan Nusantara VI
(Persero). Selama metode yang diterapkan tidak melanggar undang-undang dan
peraturan perpajakan, maka metode tersebut boleh diterapkan dalam perhitungan
PPh Pasal 21 sehingga tercipta suatu penghematan pajak dan dapat meningkatkan

motivasi dan kepuasan karyawan dalam bekerja.
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Sesuai surat Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang nomor
4047/UN16/PP/2014 Tanggal 19 Nopember 2014 hal Surat Permohonan Permintaan

Data, pada prinsipnya dapat diberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut di
PTP Nusantara VI (Persero) unit usaha Ophir, atas nama :

No Nama NPM Judul Skripsi Ket.

1 Wisnu Aulia | 1010533018 | Implementasi Tax Planning PPH Pasal 21
Sebagai Upaya Penghematan
Pembayaran Pajak Pada PT. Perkebunan
Nusantara VI (Persero) Unit usaha Ophir
Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat.

Untuk melakukan Pengambilan data di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI
(Persero) Unit usaha Ophir, berkaitan dengan hal tersebut diatas perlu di sampaikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA VI (Persero).

2. Hasil kegiatan semata-mata hanya untuk kepentingan Pendidikan, tidak untuk
dipublikasikan/dikomersilkan.

3. Menyerahkan hasil kegiatan kepada PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI
(Persero) yang telah ditanda tangani dan disyahkan oleh Pembimbing yang
bersangkutan..

4. Informasi dan data yang disajikan dalam hasil penelitian/magang dan skripsi
dapat dibenarkan hanya apabila dilengkapi dengan surat keterangan dari
pimpinan di Unit usaha ditempat kegiatan.

5. Biaya yang timbul dalam melaksanakan pengambilan data tersebut adalah
menjadi beban dan tangung jawab yang bersangkutan sepenuhnya.

6. Tidak dienarkan melaksanakan kegiatan pada hari libur kerjatanpa pengawasan
dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero).

7. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI (Persero) tidak menyediakan transportasi,
akomodasi dan penginapan bagi peserta, pembimbing maupun pihak pemohon.

8. Hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VI
(Persero) akibat dari perbuatan peserta, akan diselesaikan oleh pihak yang
berwajib.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dalam pelaksanaannya.
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beserta Lampirannya menjadi satu-kesatuan dengan S.I. No. 06.07/S.1/06/2010
serta berlaku t.m.t. 01 Maret 2010.
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Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SE/09 /2010
Tanggal 25 Maret 2010
Tentang Penyempurnaan SI No. 06.07/8.1/06/2010

PEDOMAN PERHITUNGAN PREMI PANEN
KELAPA SAWIT BERDASARKAN PRODUKTIVITAS MS/Ha

1. Basis Borong berdasarkan Topografi dan Klasifikasi TM. )
Pmmmmmummnmmmwwmmmmwmm
bersama antara unit usaha dan bagian tanaman (08.01). Untuk basis borong Karyawan berdasarkan topografi seperti

pada tabel 1.
Tabel 1. Basis Borong (BB) Karyawan Kg. TBS
: Tanah rata s/d Aved curam den
. Tml on P’fg%ﬂﬂ bergelombang | Avealberbud |  Opt Lahan
™1 400 280 20 180
™2 500 30 280 20
™3 650 450 %0 290
™4 800 560 450 360
™S 900 500 400
T™6 1.000 700 560 450
™7 © 1100 m 620 490
™8 1.200 840 670 540
T™313 1.300 910 730 580
™ 14-20 1.200 840 670 540
™21-24 £ 1.000 700 560 450
™>24 800 560 450 360
Taneh ratasd bergelombang = Ophir, Bunut, Rimdu, Rimsa dan B Hari
Ared berbukit = T lebar, Durian Luncuk, PLK dan Bukit Cermin
Ared Curam = Sclok Selatan

2. Tarif Premi Untuk KHL dan KS

o Tarifuntuk KHL Rp/Kg TBS sesuai komposisi umur tanaman
»  Tarif brondolan = Rp. 110/kg untuk semua komposisi umur tanaman.
o Tarif Premi Untuk KS = Rp 42/Kg

3. Premi Prestasi untuk Karyawan
Diberikan kepada pemanen jika prestasi dicapai = 150% dari basis borong.
a. Besarnya premi kerajinan ditetapkan berdasarkan:
Gaji pokok Gol.IA/1 x 6% : 25 HK

b. Premi pengadaan gagang dan pemeliharaan egrek/ dodos:
Gajl pokok Gol.IA/1 x 2% : 25 HK

c. Premi pemeliharaan angkong/ sepeda:
Gaji pokok Gol.IA/1 x 4% : 26 HK

4. Basis borong berdasarkan hari hujan, ditetapkan sbb.:
a. Bila hujan turun sebelum jam 07.00 basis borong 100%.
b.  Bila hujan turun antara jam 07.00 - 12.00 basis borong dihitung proporsional.
c.  Bila hujan turun setelah jam 12.00 basis borong 100%.

SE penyempurnaan SI (25 Mar'10).doc l
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Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SEQ9 /2010
Tanggal 25 Maret 2010
Tentang Penyempurnaan S1 No. 06.07/8.1/06/2010

5. Penetapan Harga upah panen TBS
Berdasarkan topografi dan klasifikasi menurut umur tanaman (TM) untuk TBS dijual dan TBS diolah ditetapkan shb.:

TARIF PANEN TIAP UNIT USAHA
BERDASARKAN TOPOGRAFI dan KLASIFIKASI UMUR (TM)
TM | OPH | BUN | TLB | RDU | BRE | RSA | SSLi| BHR :
1 55 ] 55 | 60 | 55 | 7 55 | 85 | 60
50 | 50 | 55 | 50 | 65 | 50 | 78 | S5
3 48 | 46 | 51 | 46 | 590 | 48 | 72 | S1
414 | 42 | 42 | 48 | 42 | 54 | 42 | 65 | 46
15-19] 46 | 46 | 51 | 46 | 56 | 46 | 69 | St
2024 | 51 ] 51 | 57 | 51 | 62 | s | 77 | S5
>25 | 56 ° 62 | 56 | 68 | 56 | 84 | 62
6. Brondolan

a.  Sampel diperiksa minimal 10 pokok dipanen per ancak per pemanen.
b. Persentase brondolan dibayar maksimal 10%, diangkut sekaligus dengan TBS.
c. Pedoman perhitungan harga brondolan ditetapkan sbb..

b Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D

{Rp. 110kg) (Rp. 80/g) (Rp. 60kg) (Tidak dibayar)
Rata-rata brondolan tinggal 0 -3 4 -5 > 5
di piringan

7. Premi Mandor Panen
Premi mandor Panen = (Jumlah TBS - Basis Borong KS x harga TBS Rp 39/Kg) + (Jumlah Brondolan x harga
brondolan Rp 100/Kg)
+ Jika mandor panen mengawasi pemborong 100% dan atau {Karyawan< 20% + pemborong >80%), premi dihitung
berdasarkan rumus '
TBS diolah/dijual =150% x (Jumlah premi pemanen : Jumiah pemanen) x 0,8
Kehadiran Karyawan minimal 90% dari hari kerja efekif..
Contoh: Jumiah pemanen 15 orang, maka:
a) Pemborong 15 orang (100%)
b) Karyawan 2 orang (<20%) + Pemborong 13 orang (>80%)
« Jika mandor panen mengawasi Karyawan(2 20%) + Pemborong (<80%), premi dihitung berdasarkan rumus
TBS diolah/dijual = 150% x (Jumlah premi pemanen : Jumlah pemanen)
Kehadiran Karyawan minimal 90% dari hari kerja efektif dan minimal basis borong harus terpenuhi setiap Hari kerja.

Contoh : Jumlah pemanen 15 orang, maka jumiah Karyawan minimal 3 orang (2 20%) + pemborong maksimal 12
orang (<B0%)

¢ - Jumlah pemanen dihitung berdasarkan :
a. Dalam 1 mandoran, terdiii dari = 15 orang pemanen, maksimal 20 orang pemanen maka jumlah rala-rata
pemanen ditetapkan 15 orang sebagal pembagi dan jika pemanen < 15 orang maka pembagi tetap 15 orang.
b. Bila luas areal Afdeling < 250 Ha, maka jumlah rata-rata pemanen yang digunakan sebagai pembagi dihitung
berdasarkan norma= 0,06 x luas areal panen.
8. Preml Mandor |

Premi Mandor | dihitung berdasarkan rumus
TBS diolah/Dijual =150% x (jumlah premi Mandor Panen : jumlah Mandor panen)

9. Premi Panen Hari Minggu/ libur

Kepada Karyawan fidak dikenakan basis borong dan tidak diberikan premi kerajinan, pemefiharaan egrek,
pemeliharaan angkong dil.

Kepada pemanen Karyawan diberikan upah premi panen yang nilainya sama dengan upah panen pemborong.

SE penyempurnaan SI (25 Mar'10).doc L?/l
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Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SE/09 /2010
Tanggal 25 Maret 2010
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10. Insentif untuk TBS dijual dan diolah ) i
Kepada Pemanen, Mandor Panen dan Mandor | diberikan insentif berdasarkan potongan sortasi PKS untuk TBS dijual
dan berdasarkan perolehan MSHa dan Nilai ALB untuk TBS diolah.

Tabel 4. Insentif Mutu Panen untuk TBS diid

Uralan FK Premi Reguler Potongan PKS
1. Mandor | 110% <1,5%
2. Mandor Panen 100% >1,5%-2,0%
3. KCS 95% >2,0%-2,5%
4. Kap Kontrol D% >2,5%-3,0%
85% >3,0%

Tabel 5. Insentif Produktivitas MS/Ha untuk TBS dolah

Uralan MS/Ha perbuan | FK niai Insentf Keterangan

> 105% 1.1
>100% - 105% 1,05

1. Pemanen L 95%- 100% 1
< 95% 0,95

ALB FK Nial Insenti Keterangan

>110% 13 <40 1 Peritungan Insent dhiling
>102%- 110% 115 >4-42 o975  [pertahapherienjang :

2. Mandor Panen >100% - 102% 1 >4,2-45 0,35 . Terhadap capan MS/Ha.
> 95% - 100% 0,85 >45-50 0,925 I.Tethadap Mutu MS (ALB)
< 85% 0,9 >5,0 0,9
>110% 1.2 <40 1
>102% - 110% 11 >4-42 0975

3. Mandor | >100% - 102% 1 >42-45 0,95
> 85% - 100% 0,85 >45-50 0925
< 85% 09 >5,0 0,9

11. Pinaltll Denda

Kepada Pemanen, Mandor Panen, Mander | dan perangkat afdeling dikenakan denda sbb.:

a. Jika ditemukan buah mentah F-OO ( tidak membrondol) atau F-0 > 5% dilapangan oleh KCS, Kap kontrol,
Mandor Panen, Mandor |, Asisten, Askep dan Manajer, maka pemanen dipinalli fidak diberikan insentif
produktivitas berdasarkan MS/Ha.

b. Jika ditemukan buah mentah F-OO ( tidak membrondol) dilapangan oleh Tim BSPI, Bagian Tanaman Kantor
Direksi, maka Kap konfrol, Mandor panen, Mandor |, Asisten, Askep dan Manajer dipinalfi fidak diberikan premi
insentif produktivitas.

c. Jika ditemukan buah mentah F-OO ( tidak membrondol) di PKS, maka seluruh karyawan pimpinan, KCS, Kap
kontrol, Mandor panen, Mandor | dipinalti tidak diberikan insentif produktivitas.

d. Pemeriksaan di TPH

% Sefiap TPH terdapat tandan tidak disusun, dipinalti sebesar Rp. 1000.-/TPH.
<+ Sefiap 1 tandan gagang panjang dipinalli sebesar Rp. 1.000.-tandan.
Tumpukan brondolan kotor/ busuk dipinalti sebesar Rp. 1.000.-/TPH

Kepada KCS, jika ditemukan brondolan di TPH > 5 butir, maka premi reguler dipotong sebesar 5%.

te o

'

"
o

SE penyempurnaan S1 (25 Mar'10).doc L’LL



Lampiran Surat Edaran No. 06.07/SE/09 /2010
Tanggal 25 Maret 2010
Tentang Penyempurnaan SI No. 06.07/5.1/06/:2010

12. Pemeriksaan dl Lapangan
a Jika ditemukan susunan pelepah tidak teratur dipinalti sebesar Rp. 1.000.-/pelepah.
b. Jika ditemukan ancak tertinggal tidak dipanen selama > 2 hari maka Mandor Panen dikenakan denda sebesar
0,9 x premi regular dan tidak diberikan insentif berdasarkan produkfivitas.

13. Premi Karyawan dli lingkup Kantor Unit Usaha.
mmkmmtmdmmmmmmmumnwmmwmmmm
100/kg dan fidak dilkutkan dalam perhitungan insentif MS/ha untuk TBS diolah dan insentif berdasarkan mutu panen
Untuk TBS dijual . Jumiah premi untuk tiap karyawan pendukung dihitung berdasarkan dari rata-rata premi Mandor |
unit usaha, : :

Rata-rata prem| mandor | Unit Usaha = Jumlah premi Mandor|
Jumlah Mandor | -

>

Rincian bobot (persentase) masing-masing bagian dan menurut fungsinya di lingkup unit usaha sbb.:

Premi Karyawan Pendukung Jumiah Tenaga

Krani Afdeling 60% x Premi Mandor | Aldefing x NMK 1
Pembt Krani Afd. 35% x Premi Mandor | Afdeling X NMK 1
Mandor Chemis 26 % x Premi Mandor | Afdefing x NMK 1
Mandor Tunas 26 % x Premi Mandor | Afdeling x NMK 1
Mandor Pemupukan 30% x PremiMandor|Afdeling  x NMK Max. 3 (insidentil)
Mandor Wiping 17% x PremiMandor|Afdeling  x NMK 1
Mandor DAK/babat 22 % x Premi Mandor | Afdeling x NMK 1
Mandor TBM/sisip 26 % x Premi Mandor | Afdeling x NMK 1
Krani Produksi 56 % x Premi Mandor | Afdelfing x NMK 1
Mandor Hapen 13% x Premi Mandor | Afdeling x NMK 1
Penitipan anak 15% x Premi Mandor | Afdeling x NMK 1 utk 12 anak
Krani Timbang Brondolan 17 % x Premi Mandor | Afdeling x NMK 1
Centeng Produksikantor 43 % x Premi Mandor | Afdeling x NMK max. 2
Ktr. Askep
Krani Askep 60 % x RatavalaPremi Mandorl  x NMK 1
Pembantu Krani 28 % x Rata-alaPremi Mandor!  x NMK 1

. Krani Produksi 43 % x RatavalaPremi Mandorl  x NMK 1
Krani Pemel. 35% x RatarataPremiMandorl x NMK 1
Krani Anggaran 35% x RatarataPremi Mandorl  x NMK 1
KAP Kontrol 32% x Rata-rataPremiMandorl  x NMK Max 1/afd.
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Ktr. TUK Jumlah Tenaga
Krani - | 65% x RaardaPremiMadorl x NMK 1
Krani pembukuan 45% x RaasdaPremiMandorl  x NMK 1
Krani Finansial - 37% x RaavdaPremiMandorl  x NMK 1
Krani Keuangan . 37% x ReavadaPremiMandorl  x NMK 1
Krani Anggaran 37% x ReasdaPremiMandorl  x NMK 1
Krani Verifikas 35% x RaasdaPremiMandorl x NMK 1
Kr.Upah 33% x RaardaPremiMandorl x NMK 1
Pemb.Krani 30% x RaasdaPremiMandorl  x NMK 1
Krani Komputer 43% x RaasaaPremiMandorl x NMK 1
Sekretaris Manajer 43% x RaardaPremiMandorl x NMK 1
Pet Ratel 30% x RaavdaPemiMadorl x NMK 1
Pelayan Kantor/Pet Pos 25% x Ratavdta PremiMandorl  x NMK n
Bagian Tugas Gudang

Krani Gudang 40% x RaaraaPremiMadorl x NMK 1
Pembantu Krani 30% x RaavaaPremiMandorl  x NMK 1
Petugas Gudang 21% x RaavaaPremiMandor!  x NMK maks 2
PU/ Polikiinik

Kr. SDMAUmum 55% x RaavaaPremiMadorl x NMK 1
Pembantu Krani +v30% "x RaavdaPremiMador!  x NMK 1
Krani dan petugas Plasma 37%~x Rada+daPremiMandor]  x NMK 1
Ka. Polikbun (Rawat inap) 55%Yx RaasaaPremiMandorl  x NMK 1
Ka. Polikbun (Tanpa Rawat nap)  50% x RaasdaPremiMandor]! x NMK 1
Petugas Kesehatan 40% *2 Raarda PremiMadorl  x NMK maks 3
Mudim Afd/pet Gereja 25%vx RaardaPremiMandor!  x NMK 1/afd
Guru TK/Gru TPAMadrasah 30% x RaatdaPremiMandorl x NMK Sesuai Kebutuhan
Mudim Emplasmen 32%“x RaasdaPemiMadori  x NMK Sesuai Kebutuhan
Petugas Mess 35% x RaaradaPremiMandor!  x NMK 1
Juru Masak Mess 35% x RaatdaPremiMadorl  x NMK 1
Tehnik/CD. Transport

Krani 45% x RaardaPremiMandorl x NMK 1
Krani Timbang 40% x RaatdaPremiMadorl x NMK max. 2
Krani Antar TBS ke PKS 50% x Raa+daPremiMandorl x NMK 1
Mandor | 50% x RaatdaPremiMadorl x NMK 1
Mdr. Trans/CD/Tehnik 45% x RaavdaPremiMadorl x NMK max.3
Mekanik Bengkel 40% x Raa+daPremiMandor] x NMK maks 3
Pemb, Krani 25% x RadardaPremiMandor! x NMK 1
Tk, opr Msn Rumput 20% x RaavdaPremiMador! x NMK 1
Opr Traktor Ban 39% x RaardaPremiMandor!  x NMK 1hunit
Pemb. Opr Trakior Ban 35% x RaasdaPremiMadorl  x NMK 1hunit
Opr. Gensetdan air Lembur
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14. Insentif Kinerja Petugas - &
kinerja Krani dan petugas, diberikan insentif sesual dengan hasil penilaian NMK .

Terhad

Penilaian Nilal Mutu Kerja (NMK) berdasarkan kriteria kwantitas dan kwalitas kerja sbb.:

Uralan A (Baik) B (Sedang) _ C (Kurang)_
Kuantitas | « Penyelesaian tugas 90 - 100% | « Penyelesalan tugas 80-90% | e Penyelesaian tugas <80%
Kerja e Laporan tepat waktu (sesual | » Laporan terlambat < 3 harl | o Laporan terlambat > 3 hari

jadwal administrasi) terhadap jadwal administrasi terhadap jadwal administrasi
Kualitas « Sesual norma kerja >30- 100% | » Hasil kerja 80-90% thdp norma | e Hasll kerja <80% thdp norma
Kerja » Laporan akurat e Laporan memeriukan sedikit | » Laporan memeriukan banyak
perbalkan perbaikan
NMK F.K.
A 1,05
B 1,00
C 0,95
15. Lain-lain

16.

17.

18.
19,
20.

21.

SE penyempurnaan SI (25 Mar'10).doc L /lg

a. Pelaksanaan pemeriksaan/ sortasi mempedomani surat no. 06.D2/Mjr/89/2009 tanggal 11 Nopember 2003
(terlampir)

b. Pelugas pemeriksaan panen adalah Manajer, Askep, Asisten Afdeling, Mandor |, Kap kontrol dan Tim Kantor
Direksi serta Mandor Panen.

¢.  Untuk TBS s 4 kg/tdn dan matang panen, agar dikiim ke PKS dalam bentuk brondolan dengan ketentuan sbb.:
%+ Basis borong TBSKHT = 80% x BB TM-1
+» Premi lebih basis =120% x Harga Tarif Premi TM-1

d. Sefiap pemeriksaan harus disertai bukti-bukti yang diletakkan terpisah di pinggir TPH dan disaksikan oleh Mandor
Panen atau KCS atau Mandor | serta Asisten Afdeling.

e. Untuk KCS, premi diberikan sebesar 51% x Premi Mandor | Afdeling dan Kap Kontrol diberikan premi 32% x
premi Mandor | yang sistem perhitungannya diikutsertakan dalam perhitungan insentif berdasarkan MS/Ha untuk
TBS diolah dan terhadap Insentif Mutu untuk TBS dijual.

f. Tukang muat TBS (KHL) diberikan insentif dengan kriteria sbb.:

» Jika TBS diangkut 100% matang panen dan brondclan di TPH dan Jalan tidak ada, maka diberikan insentif
sebesar 1,25 x nilai premi reguler

> Jika TBS yang diangkut terdapat 2 1 tandan F-00 dan atau terdapat brondolan di TPH atau di jalan 2 2 butir,
maka tukang muat tidak diberikan insentif

> Jika ditemukan TBS diangkut F-00>1 tandan dan brondolan di TPH atau di jalan > 3 butir, maka tukang muat
dikenakan denda sebesar 0,8 x premi reguler.

Jika terdapat rekayasa administrasi yang menyebabkan kerugian perusahaan menjadi beban dan tanggung

jawab Manajer Unit Usaha.

Contoh: - Jumiah pemanen realisasi 23 orang, pada administrasi direkayasa menjadi 20 orang.

-Areal di lapangan merupakan TM 5, pada administrasi dimasukkan ke kategori TM 2.

- Hasil penilaian NMK tidak sesuai dengan realisasi kinerja (kwantitas maupun kwalitas).
-Kelas harga brondolan C dibuat menjadi kelas A.

- Qutstanding TBS baik antar Afdeling maupun di PKS. DIl

Premi karyawan pendukung setiap pos pekerjaan hanya diberikan sesuai dengan job description yang termakiub

dalam Sl ini, Jika realisasinya menyimpang dari ketentuan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Manajer Unit

Usaha.

Seluruh biaya PPN dibebankan kepada PTP. Nusantara VI (Persero), harga premi tersebut di atas exclusive PPh,

Djs dan Fee pemborong.

Jika diafdeling tidak ada pekerjaan sesuai job pekerjaanya yang disebabkan oleh Force Majure maka kepada Mandor

tetap diberikan premi sesuai jabatannya masing-masing.

Tidak dibenarkan penambahan premi yang diperoleh dari jabatan rangkap, jika ada jabatan rangkap maka yang

dihitung adalah premi tertinggi berdasarkan hari kerja efektif pada jabatan yang dirangkap.

Jumiah tenaga sesuai uraian di atas berlaku TMT 1 Januari 2011.Untuk tahun 2010 menyesuaikan dengan kondisi riil

di lapangan.
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sbb :
NO | UnitUsaha | 2010 | 2011 | 2012 | Keterangan ;
1 | Ophir 13 |16 |- Kepada Kary. Pendukung Kantor Kebun
2 | T.Lebar 1,15 | - - Kepada Kary. Pendukung Kantor Kebun
3 | Durlu 15114 115 | Kepada Mandor Panen, Mandor | dan Karyawan Pendukung
lainnya. :
4 | Solsel 13 |16 |- Kepada Mandor Panen
5 | PLK 15 113 1,15 | Kepada Mandor |, Mandor Panen dan Kary. Pendukung lainnya di

Afdefing Il menyesuaikan dengan Afd | selama tahun 2010 dan
tahun 2011 sesuai produksi afd. Masing-masing. Untuk Kary.
Pendukung lainnya di Kantor Kebun_perhitungan premi sesua FK

23. PremlPananlGithMngbudasmkm:HagaDm+FaePemm\95%+Pa}d(Pu@mhn(PPh)2%.

Contoh : Harga Dasar =Rp 42,00,
Feg Pemborona(5%) ___=Rp 210
Jumlah =Rp 44,10
M =Rp 090-
PPAB ~ =Rp 4500
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